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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu proses perubahan

masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan. Agar
perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharpkan maka diperlukan suatu
perencanaan pembangunan yang terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan
berkelanjutan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah perubahan model
perencanaan pembangunan di Indonesia. Perubahan tersebut tercermin dari
peran pemerinah yang semula sentralistisasi menjadi desentralisasi dengan
berlakunya otonomi daerah. Di era disentralisasi ini implementasi kebijakan dan
otonomi daerah seperti yang terjadi saat ini berimbas terhadap kekuasaan yang
lebih besar oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan
pemerintah di bidang tertentu. Salah satunya adalah pemerintah daerah memiliki
hak untuk mengatur dan mengembangkan sendiri potensi daerah yang bertujuan
untuk kemajuan pembangunan ekonomi daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah sangat memerlukan
berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar
pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target
awal yang diharapkan. Konsep tentang perencanaan pembngunan ekonomi tidak
pernah lepas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu
proses yang diharapkan dari proses perencanaan yang telah dijalankan.
Sedangkan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan
ekonomi nasional.

Pada hakikatnya antara pembangunan ekonomi nasional dan
pembangunan ekonomi daerah tidak ada yang berbeda baik dalam lingkup
definitive maupun secara terminologis, yang memebedakan hanyalah cakupan
atau lingkup pembangunan tersebut. Dimana pembangunan nasional bisanya

dalam cakupan negara sedangkan pembangunan daerah berada dalam cakupan
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provinsi ataupun kabupaten/kota. Semua kegiatan perencanaan pembanguna
ekonomi daerah pada dasarnya akan difokuskan untuk menjaga keluaran dari
semua kegiatan pemabngunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan
baik yang bersifat jangkah pendek maupun jangka panjang.

Adanya otonomi daerah sebagai suatu gerbang kebebasan daerah untuk
mengatur wilayahnya termasuk dalam hal ekonomi, yang tujuannya adalah
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, mengembangkan demokrasi dan
keadilan yang semakin baik, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang
serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah satu dengan daerah yang lain
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya
pemanfaatan sumber daya yang ada dalam lingkungan daerah otonom harus
selalu berorientasi secara intra-fromtier dan interfrontier bahwa upaya
meningkatkan kemakmuran daerahnya harus selalu memperhatikan dampak
negatif terhadap lingkungan daerahnya sendiri maupun daerah otonom yang
lainnya. (Yunus, 2005). Dimensi manajemen spasial kota terdapat beberapa
dimensi di dalamnya, yaitu salah satunya adalah Good Governance yaitu
pemerintahan yang baik yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayahnya
sendiri untuk tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini bagaimana
seorang pemmpin daerah mampu dan mempunyai gaya tersendiri dalam
memimpin daerahnya sehingga terjadi perkembangan di dalamnya baik dalam hal
ekonomi maupun kualitas kelingkungannya.

Ppertumbuhan ekonomi Lumajang dalam kurun waktu tahun 2013-2018
dapat di lihat Tabel 1.1. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebijakan-
kebijakan dari pemerintah daerah, hal ini menyangkut visi dan misi daerah dan

juga peraturan yang ada didalamnya.
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Tabel I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Lumajang Tahun
2013-2018 (dalam persen)

TAHUN PERSENTASE
2013 5,58%
2014 5,32%
2015 4,62%
2016 4,70%
2017 5,05%
2018 5,02%

Sumber: BPS Lumajang (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pertumbuhan ekonomi Lumajang dapat
dikatakan stabil karena masih berada pada anggka diatas 5% kecuali pada tahun
2015 dan 2016. Penurunan perekonomian yang terjadi merupakan salah satu
dampak dari penurunan produksi pertanian, namun juga terdorong dari kegiatan
investasi si sektor lainnya. Berdasarkan tabel 1.2 seperti dilihat Lumajang, tidak
terdapat penurunan produk yang dihasilkan. Berikut disajikan tabel
pertumbuhan PDRB Kota Lumajang.

Guna mencapai target dan sasaran yang realistis dalam proses
pembangunan di daerah, dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang
memperhatikan potensi dan karakteristik perekonomian daerah. Dalam hal ini
secara geografis suatu daerah akan memiliki endowment factor yang berbeda
dengan daerah lain. Perencanaan pembangunan yang dimaksud dapat dilakukan
dengan pendekatan makro dan mikro regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bentuk
penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada
tahun yang bersangkutan. Untuk mengetahui analisis pembangunan ekonomi
daerah dengan menggunakan teknik Shift Share (SS) dan Location Quotient (LQ).
Analisis shift share dapat digunakan untuk menganalisis performance dan posisi
daya saing perekonomian daerah dalam cakupan wilayah tertentu yang menjadi

unit analisis.
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Tabel I. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di
Lumajang tahun 2014-2018

PDRB Atas Harga Berlaku | PDRB Atas Harga Konstan
Tahun
| JumlahQuaRp)  jumlahQuaRp)

2014 21.983.119,39 17.851.856,60
2015 24.417.114,79 18.66.946,21

2016 26.651.841,83 19.555.167,96
2017 28.702.849.08 20.542.930.67
2018 30.771.966,08 21.574.222,29

Sumber: PDRB Lumajang 2014-2018

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Lumajang masih relatif
rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya secara
keseluruhan di Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih jelas
perbandingan pertumbuhan ekonomi Lumajang dan pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur disajikan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut.

700 T (a) Pertumbuhan Ekonomi

6,50 -
6,00 |
5,50

5,00

450 |
4,00 -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lumajang Jawa Timur

Gambar 1.1 Perkembangan Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Sumber: Diolah dari BPS Lumajang dan Jawa Timur
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1.2

1.3

1.4

Melihat gambar 1.1, maka dapat di bandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi Lumajang dalam rentan
waktu 2011-2017. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah ini
menyebabkan PDRB per kapita yang diperoleh Kabupaten Lumajang jauh
tertinggal dari daerah lain di Jawa Timur secara keseluruhan. Pada kondisi
ini, mayoritas penduduk meskipun sudah bekerja dan mencapai tingkat
kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan
dengan keadaan masyarakat di daerah lainnya. Oleh karena itu, percepatan
pertumbuhan ekonomi yang tidak sekedar memenuhi kebutuhan minimum

diperlukan untuk mengakselerasi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian adalah

“Apakah Produk Domestik Regional Bruto riil (PDRB) berpengaruh terhadap

ekonomi pembangunan Kabupaten Lumajang”?

TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto riil (PDRB) berpengaruh

terhadap ekonomi pembangunan Kabupaten Lumajang”.

MANFAAT

1. Sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan

ekonomi di tingkat regional khusunya Kabupaten Lumajang.

2. Dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan pada sektor industri guna meningkatkan pendapatan daerah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “autos” yang
berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “pemerintah”. Sehingga otonomi
berarti memerintah sendiri. Konsep tentang otonomi daerah ditampilkan dalam
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan menurut wacana administrasi publik, otonomi
daerah sering disebut dengan “local self government”, hal mengenai memerintah
sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah
diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto, 2001 : 41). Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 (satu) ayat 6 (enam)
disebutkan bahwa : Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Secara teoritis kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi.
Sedangkan dalam pengertian yuridis praktis berarti peningkatan daerah tingkat
agar dapat menjalankan peran sebagai penyedia barang publik yang baik,
pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi
ataupun dari segi politis kewenangannya yang diwujudkan dalam bentuk
kebebasan dan kemandirian daerah dari pengaruh dominan pemerintah pusat
yang kemudian dikonkritkan dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut
pendapat sarjana lain otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk

memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan
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sendiri (Wayong, 1975:15). Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 (ayat 12) bahwa :
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di Indonesia.

Batasan-batasan mengenai otonomi yaitu mula-mula otonomi atau
berotonomi mempunyai arti “peraturan sendiri” atau mempunyai
hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturannya (seringkali juga
disebut hak/kekuasaan/wewenang/pengaturan atau legislatif sendiri).
Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintah sendiri”.
Pemerintah sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri,
pelaksanaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan
kepolisian sendiri. Dengan demikian yang disebut dengan daerah otonom adalah
daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Menurut Kaho (2005:41), yang diatur dan diurus adalah tugas-
tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan,
prakarsa dan kemampuan sendiri.

Menurut Kaho (2005 : 80), ciri-ciri otonomi daerah adalah :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga
daerah. Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2. Urusan rumah tangga daerah ini diatur dan diurus atau
diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan
daerah itu sendiri.

3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah
tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah
dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan
urusan rumah tangga daerahnya.

Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan
pendapatan yang cukup baik bagi daerah agar membiayai segala kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Dari beberapa
e —
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2.2,

pengertian tentang otonomi daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk
melaksanakan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan dalam pengertian modern dikaitkan dengan pengentasan

kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penurunan tingkat
pengangguran. Pembangunan dimaknai sebagai suatu proses multidimensional
yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap
masyarakat dan institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan (Todaro, 2006; Arsyad, 2010). Dalam pengertian ini, pembangunan
mempunyai cakupan lebih luas daripada sekadar pertumbuhan ekonomi. Todaro
(2006) menegaskan setidaknya ada tiga komponen dasar/nilai inti untuk
memahami arti pembangunan yang paling hakiki yaitu:

1. Kecukupan (sustenance), yaitu kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan dan
keamanan, yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan
seseorang

2. Harga diri (self-esteem) yaitu suatu kondisi manusia yang mempunyai
dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri,
untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.

3. Kebebasan (freedom), kebebasan dari sikap menghamba yang
merupakan kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak
diperbudak oleh aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini.

Pembangunan tidaklah sebatas pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga

mencakup hal-hal yang lebih luas seperti kemajuan pranata sosial, demokrasi,
kemanusiaan, lingkungan hidup, serta nilai-nilai budaya dan peradaban
(Prasetyantoko, 2012). Dapat ditegaskan bahwa pembangunan adalah suatu
kenyataan fisik sekaligus tekad dari suatu masyarakat yang berupaya untuk
mencapai kehidupan yang serba lebih baik melalui serangkaian proses sosial,

ekonomi dan institusional. Karenanya, proses pembangunan setidaknya
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2.3.

mempunyai tiga tujuan (Todaro, 2006): (1) peningkatan ketersediaan serta
distribusi berbagai kebutuhan hidup mencakup pangan, sandang, papan,
kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) peningkatan standar hidup mencakup
peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas
pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan
kemanusiaan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materiil tetapi juga
juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa, (3) perluasan pilihan-
pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.
Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, memperluas
kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri.

Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara.

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Terdapat berbagai diskusi dan perdebatan tentang cara pengukuran

pembangunan, sesuai perkembangan paradigma pembangunan yang semakin
menekankan pada kualitas pertumbuhan. Bahkan belakangan perdebatan
menjadi semakin kompleks ketika pembangunan dimaknai sebagai upaya untuk
kesejehteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan tidak lagi diukur
oleh pertumbuhan perekonomian, tetapi oleh peningkatan kualitas hidup dalam
jangka panjang. Sampai sekarang gagasan yang sangat idealis ini memunculkan
berbagai rekomendasi tanpa sebuah kesepakatan terkait upaya memasukkan
aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam sistem ekonomi dan bagian indikator
pembangunan (Stiglitz, 2011). Lebih lanjut rekomendasi ini menguraikan ciri-ciri
obyektif kualitas hidup manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, aktivitas
personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi
lingkungan, ketidakamanan pribadi, dan ketidakamanan ekonomi. Disamping ciri-
ciri ini, rekomendasi komisi ini juga menekankan pentingnya mengatasi isu-isu
yang saling bersinggungan: (1) ketimpangan kualitas hidup, (2) tautan antara
berbagai dimensi kualitas hidup, dan (3) perhitungan agregat dari bebagai
dimensi kualitas hidup. Laporan ini masih memasukkan IPM sebagai salah satu
indeks komposit kualitas hidup, terutama di negara berkembang.

Dalam sebuah kajian yang ideal, hasil pembangunan dikaitkan dengan
kemajuan manusia dan lingkungannya antara lain dengan mengukur PDB, Human

Development Index (Indeks Pembangunan Manusia), kelestarian lingkungan,
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distribusi pembangunan dan kemiskinan (Thomas, 2001). Berdasarkan dua
pandangan di atas, maka kinerja pembangunan harus diukur dengan indikator
kesejahteraan masyarakat yang, dalam konsep pembangunan berkelanjutan,
harus sekaligus diukur dari aspek sosial dan lingkungan.

a. Human developmen index (HDI)

Untuk menyempurnakan konsep pengukuran pembangunan, sejak tahun
1990, United Nation for Development Program telah mengembangkan konsep
Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM adalah satu komposit kesejahteraan masyarakat yang dihitung
berdasarkan tiga dimensi indikator: indikator pendidikan, indikator kesehatan
dan indikator ekonomi.

[PM dihitung berdasarkan tiga tujuan atau produk pembangunan: (1) usia
panjang, yang diukur dengan tingkat harapan hidup, (2) pengetahuan, yang
diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat
membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot
sepertiga), dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil
yang disesuaikan (menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan
asumsi menurunnya marginal penghasilan dengan cepat). IPM =1/3 [X (1) + X
2) + X (3], dimana X (1)= indeks harapan hidup, X (2) = indeks pendidikan+ 2/3
(indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah) dan X (3) = indeks

standar hidup layak

b. Ketimpangan pembangunan

Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari (1) distribusi pendapatan
antarsektor, (2) distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, dan (3)
distribusi pendapatan antardaerah (Basri, 1995 dalam Hadi Sasana, 2009;
Malik, 2015). Distribusi pendapatan antarsektor dilihat dari kontribusi masing-
masing sektor terhadap keseluruhan PDRB, sedangkan distribusi pendapatan
antar kelompok pendapatan masyarakat diukur dengan Indeks Gini, Kurva
Lorenz, dan besarnya bagian pendapatan/kue yang dinikmati oleh kelompok
masyarakat berpendapatan rendah (Setiono, 2011; Houghton, 2012 dan;
Kuncoro, 2013).

e
Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 10



c. Kemiskinan

Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan
untuk memenuhi standar hidup minimal. Sedangkan menurut Bank Dunia
(dalam Haughton 2012), kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan.
Kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam
masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak
memiliki kemampuan-kemampuan utama, tidak memiliki pendapatan atau
tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kesehatan yang buruk,
merasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu
perasaan yang tidak berdaya, atau tidak memiliki hak seperti kebebasan
berbicara. Kemiskinan terkait, tetapi berbeda dengan ketimpangan dan
kerentanan. Definisi kemiskinan dapat dipandang dari berbagai sudut antara
lain:

1) Kemiskinan menurut standar hidup layak. Dalam kaitan ini seseorang
atau satu rumah tangga dikategorikan miskin apabila seseorang atau
rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai
dengan standar hidup layak.

2) Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Dalam pandangan ini,
kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup layak.

Bila dicermati, kedua pengertian tersebut mempunyai makna yang sama,
yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup
layak yang disebut basic needs. Kebutuhan minimum ini disebut garis
kemiskinan atau poverty line. Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat
pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan atau
pengeluaran seseorang

berada di bawah tingkatan tersebut, ia dapat dinyatakan miskin
(Melbourne Institut dalam Maipita, 2014).

Menurut Todaro (2006), kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa
mengacu pada garis kemiskinan (poverty line). Konsep kemiskinan yang
mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan
konsep pengukuran kemiskinan yang tidak didasarkan pada garis kemiskinan

disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan
e —
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dimana kebutuhan- kebutuhan minimum untuk bertahan hidup, yang
merupakan suatu ukuran-ukuran tetap (tidak berubah) dalam bentuk
kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non makanan
yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup, tidak dapat dipenuhi.
Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di
dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya
dengan tingkat rata-rata dari distribusi dimaksud. Berdasarkan garis
kemiskinan, dapat dihitung ukuran-ukuran kemiskinan antara lain: (1) tingkat
kemiskinan (poverty headcount index), (2) indeks kedalaman kemiskinan
(poverty gap index), dan (3) indeks keparahan kemiskinan atau squared
poverty gap index (Haughton, 2012; Maipita, 2014).
Ada beberapa ukuran kemiskinan yang pernah diterapkan di Indonesia,
diantaranya ukuran yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada
intinya BPS mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan,
membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan
(poverty line). Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil survei
sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS). BPS sejak 1984 melaporkan tingkat
kemiskinan melalui perhitungan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan
dasar yang meliputi konsumsi dasar pangan dan konsumsi dasar non pangan
(sandang, pendidikan dan kesehatan). Selain konsep pemenuhan kebutuhan
dasar seperti yang digunakan oleh BPS, terdapat model pengukuran
kemiskinan lainnya yang pernah digunakan di Indonesia, seperti model
konsumsi pangan setara beras oleh Sayogyo dan model kesejahteraan keluarga
yang dipelopori oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).
Beberapa teori pembangunan daerah lainnya antara lain (Aryad, 1999:116) :
1) Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam
pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor- faktor
produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan
alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan.
Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang
tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.

2) Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama

pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan
e —
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barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri- industri yang
menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan
menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam
teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu
(a) Sektor basis : sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun
ekspor (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat
digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah
perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat
menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-
kekuatan pasar secara nasional maupun global.

3) Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan
pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan
biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk
mendekati pasar dan bahanbaku.

4) Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat.

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil
yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupkan suatu pemukiman
yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

1) Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang
semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif.
Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara
daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan megalami akumulasi
kenggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini
oleh Myrdal disebut sebagai backwash effects.

2) Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu
masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi

melalui pemberian subsidi dan insentif.
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2.4. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang

mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri
alternatif, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor
swasta. Masalah pokok dalam pembangunan yang didasarkan pada ciri khas
(unique value) dari daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi
sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).
Ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti
penting pembangunan ekonomi daerah, yaitu teori Ekonomi Neo Klasik, teori
Basis Ekonomi (Economic Base Theory), teori Lokasi, teori Tempat sentral, teori
Kausasi Kumulatif dan teoro Daya Tarik (Attraction). (Arsyad 2010, dalam
Erawati)

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 merupakan berkah bagi
bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan ke arah pemerintahan yang lebih
otonom, demokratis, partisipatif, berwenang melaksanakan pembangunan yang
terdesentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah telah memberi landasan yuridis
bagi pengembangan otonomi daerah serta desentralisasi pembangunan yang
bertujuan menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang bertumpu
pada pelibatan kemampuan dan prakarsa rakyat. (Sugiartoto, 2003).

Sirojuzilam (2008:16) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah
suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada
perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial,
mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan
pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adisasmita (2008:13),
pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya
alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan
sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri,
teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan
pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan
(kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara
luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 14



daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di
wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang
mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri- industri
alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan
produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu
pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999:107).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna
mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-
sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap
potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi
bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Penirunan terhadap pola
kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat
yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan
yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi
daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang
keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data
dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembanguan
daerah yang bersangkutan.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap
kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang
bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan,
dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan
inisiatif- inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan
kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad,
1999:109). Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang
perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada.
Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat
secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat

berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain.
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2.5. DAYA SAING PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri

Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan
pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap
persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and
Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan
sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan
pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk
penduduknya (Abdullah, 2002).

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas
atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih
memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu
perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau
perusahaan”.

2. Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi
juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam
suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar
sektor swasta perusahaan dalam perkonomian, fokus perhatian tidak
hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya
cakupan konsep daya saing.

3. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu
perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan
penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (level of
living) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan
dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi.
Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi
dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

4. Konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan
terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata
“daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian

yang tertutup.
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3.1

3.2

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif yang
dicapai dengan menggunakan analisis univariate (ARIMA). Penggunaan ARIMA
ditujukan untuk melakukan peramalan (forecasting) terhadap data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Kabupaten Lumajang. Selain itu, sebagai
analisis tambahan digunakan analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui
sektor basis dan non-basis di Kab. Lumajang. Sebagai analisis pendukung
berikutnya, digunakan analisis shift-share untuk mengetahui sektor yang
memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Lumajang dibandingkan wilayah

lainnya di Jawa Timur.

PENENTUAN SAMPEL (n)

Penentuan jumlah sampel (data) untuk forecasting pada penelitian ini diperoleh
dari data tahunan mulai tahun 2010 hingga 2018 yang kemudian dilakukan
interpolasi menjadi data kuartal, sehingga diperoleh jumlah sampel (n) sebanyak
36 data terhitung sejak kuartal I tahun 2010 hingga kuartal 4 tahun 2018. Jumlah
ini dirasa cukup dengan mengikuti acuan distribusi normal pada statistik dengan
nilai n = 30. Selain itu, mengacu juga pada (Bai & Ng, 2008) dimana memperbanyak
(expanding) jumlah sampel dengan penambahan data tidak akan mempengaruhi
hasil dari peramalan (forecasting). Dengan demikian, ketersediaan jumlah
observasi sebanyak 36 data dirasa telah mencukupi untuk kebutuhan peramalan

dalam kajian ini.

VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL

Variabel yang digunakan dalam rangka peramalan (forecasting) pada kajian ini
adalah Produk Domestik Regional Bruto riil (PDRB) yang dinotasikan dengan
variabel Yk, dimana data tersebut diperoleh secara resmi dari data yang di
publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. Adapun jenis data
yang digunakan adalah data PDRB berdasarkah harga konstan (ADHK) periode
2010 hingga 2018 dengan tahun basis 2010 sehingga notasi pada variabel yang
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3.3

digunakan adalah Yk10. Sementara itu, untuk data yang digunakan dalam analisis
LQ (location quotient) dan analisis shift-share juga untuk wilayah Jawa Timur
diperoleh dari data BPS Jawa Timur guna mendapatkan nilai PDRB seluruh Jawa

Timur.

ARIMA BOX-JENKINS

Model Autoregressive (AR) (Box & Jenkins) merupakan model yang
merepresentasikan kejadian-kejadian secara runtut waktu dimana nilai
terhadap proses yang terjadi yakni t, t-1, t-2, .... terhadap z, zt1, Zt2, .... Jika
Z4,2¢_1,2¢_5, ... adalah deviasi terhadap p, Z; = Z, — u maka,

2y = G1Zeq + P22y + o+ Pplep +ay
disebut sebagai proses autoregressive pada order p dan proses autoregressive
dapat menjadi stasioner atau tidak stasioner. Untuk proses menjadi stasioner, ¢
harus terpilih sehingga pembobotan 4,1, .... Pada /(B) = ¢~1(B) berasal dari
runtut waktu yang konvergen.

Model lain yang merepresentasikan observasi runtut waktu adalah
proses Moving Average. JIka Z, adalah linier dependen pada jumlah g yang
terbatas dari nilai a sebelumnya, maka.

Zeqg =0 —01a,q — 00,5 — - — 040t
disebut sebagai proses moving average pada orde q. Jika diterjemahkan
berdasarkan notasi, maka orde g diketahui sebagai
6(B) =1-6,B—6,B*—--—6,B9
atau secara singkat dapat dituliskan sebagai,
Z, = 0(B)a,

Di sisi lain, diketahui pula bahwa model Autoregressive (AR) serupa

dengan model Moving Average (MA) namun di desain untuk memberikan umpan

balik.

M

Ye= ) any(t—m) +x(0)

m=0
Adapun penggabungan terhadap model MA dan AR diketahui sebagai
berikut.
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y(t) = Z bix;(t—1) + Z amy(t —m)
1=0 m=0

Model ARMA tersebut mampu menangkap perilaku baik input maupun
output dari sistem terhadap kasus yang diteliti (Bradley, 1999).
Time series Yt dikatakan terintegrasi dengan orde [(0) yang dapat

dituliskan sebagai proses Moving Average (MA), Y; = 0(L)e;, dengan koefisien

(o]
Z|9i| <o
i=—1

Sebuah proses yang terjadi pada orde /(0) merupakan moving average
dengan autocovariances yang menghilang dengan cepat dan merupakan suatu
kondisi yang dibutuhkan untuk stasionaritas (Hamilton, 1994). Yt dikatakan
terintegrasi dengan oder d , I(d), dan difference d-1 tidak yang diasumsikan
bahwa d adalah bilangan integer dan d = 1 atau d = 2 sehingga data awal akan
stasioner pada first difference atau second difference.

Penggunaan model ARIMA (p,d,q) diterjemahkan sebagai sebuah proses
I(d) dimana dt" mengikuti proses stasioneritas ARMA (p,q) yang secara
polinomial ditunjukkan sebagai berikut.

p(L)(A = L)Y — u) = 6(L)e;
Sebagai gambaran, jika diketahui sebuah model ARIMA (1,1,1) maka
secara spesifik model yang terbetuk adalah,
AY, = AX{B + p(AY,y — AX{_1f) + € + O€,
atau
AY, = AX{B + v,
Ut = pUp—1 + € + 0614
Teknik peramalan sendiri akan menggunakan model ARIMA yang mana
model ini secara umum digunakan dibawah kondisi asumsi yang kuat terhadap
noise dan untuk melakukan peramalan terdapat 6 (enam) tahapan yakni:
1. Uji Stasioneritas
Proses stasioneritas memiliki peranan penting dalam analisis time series
karena pada proses ini akan melihat probabilitas distribusi yang stabil antar-

waktu (Wooldridge, 2013). Sebuah proses dikatakan stasioner (Francq &

e
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Zakoian, 2019) jika vektor -vektor yang ada (X1, ...Xx)' dan (Xi+h, ..., Xk+h)’
memiliki distribusi bersama untuk setiap k € Z.

2. Mengidentifikasi Kemungkinan Model
Mengidentifikasi disini akan ditentukan berapa nilai dari AR maupun MA dan
apakah kemungkinan model terintegrasi pada tingkat level, I1(0) ataukah
terintegrasi pada first difference, I(1).

3. Mengestimasi Parameter
Untuk  mengestimasi  parameter, digunakan correlogram yang
membandingkan pola autokorelasi residu secara structural dan model
estimasi untuk sejumlah periode tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah
residual struktural yang merupakan residu setelah menghilangkan efek dari
fitted exogenous regressors namun tidak terkait dengan ARMA. Untuk model
yang ditentukan dengan benar, maka autokorelasi residu dan autokorelasi
estimasi harus “menyerupai” dengan autokorelasi parsial.

4, Melakukan Validasi
Validasi diketahui dengan melakukan uji white dimana hipotesis nol (HO)
yang terbentuk adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Uji/tes ini dihitung
dengan auxiliary regression dimana dilakukan regresi kuadrat pada residu-
nya.

e =ay+ ayx; + ayZy + azx? + ayZ? + 7 + asx;

5. Pemilihan Model
Berdasarkan kemungkinan model yang terbentuk, maka, jika terdapat lebih
dari 1 model yang memiliki parameter dan validasi yang baik, maka pemilihan
model ditentukan berdasarkan nilai kriteria SIC yang terkecil.

6. Peramalan
Peramalan secara dinamis terhadap variabel endogenous, Y, maka observasi
peramalan akan ditunjukkan sebagaimana notasi berikut.

¥s = C(1) + C(2xs + €(3)zs + C(4)ys—1

Dan prakiraan untuk pengamatan akan menggunakan nilai yang diperkirakan

sebelumnya dengan notasi:

Vst = C(1) + C(2) x5, + C(3)Zgix + C(4)Ysir-1
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3.4

Mengacu pada tahapan di atas, maka perlu dilakukan pengujian terhadap
normalitas data, heteroskedastisitas dan autokorelasi:

7. Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui apakah residual /faktor gangguan
terdistribusi secara normal ataukah tidak dengan memanfaatkan statistic
Jarque-Bera.

8. Uji Uji Autokorelasi
Autokorelasi (autocorrelation) bertujuan mengetahui gangguan terhadap
sampel yang diobservasi untuk setiap waktunya. Jika terjadi autokorelasi,
maka hal ini berarti bahwa terdapat gangguan secara acak terhadap setiap
observasinya (antar-waktu).

9. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini didefinisikan sebagai terdapatnya variasi yang tidak sejenis pada
gangguan (error) untuk setiap variabel bebasnya. Dampak yang ditimbulkan
adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan varians secara minimum yang
berakibat pada biasnya dugaan parameter. Untuk mengetahui hal tersebut,

maka uji white digunakan.

LOCATION QUOTIENT (LQ)

Metode LQ ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan yang
diakomodir dari (Miller, Gibson, & Wright, Location Quotient: A Basic Tool for
Economic Development Analysis, 1991), (Isserman, 1977) dan (Hood, 1998). LQ
dapat menjadi alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala
kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ ini secara umum digunakan sebagai
langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu
pertumbuhan.

Teori ekonomi basis mengkategorikan kegiatan ekonomi menjadi dua
sektor yakni basis dan non basis dimana basis diterjemahkan sebagai suatu
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat (barang dan jasa)
yang tujuannya lebih berorientasi kepada keluar wilayah setempat. Sedangkan
non basis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dimana

hasilnya (barang dan jasa) lebih banyak digunakan oleh masyarakat setempat.
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Selain itu, dengan menggunakan teknik LQ juga akan teridentifikasi leading sector
ekonomi pada suatu wilayah. Sehingga teknik ini banyak digunakan untuk
membahas kondisi perekonomian yang mengarah pada pengidentifikasian
spesialisasi kegiatan ekonomi suatu wilayah atau menghitung kondisi relatif
kegiatan perekonomian hingga didapatkan gambaran mengenai jenis sektor yang
menjadi unggulan (leading sector) pada kegiatan ekonomi suatu wilayah.

Di dalam perkembangannya, LQ tidak lagi digunakan sebatas pada
penghitungan mengenai tenaga kerja (labor) dan pendapatan (income) saja
namun telah meluas yang digunakan untuk menentukan sebaran komoditas atau
untuk mengidentifikasi suatu wilayah berdasarkan potensinya. Secara umum, LQ

dihitung berdasarkan persamaan berikut.

Xi
PDRB;
LQ= X_]

PDRB j
Xi = Nilai tambah sektor i di Kab. Lumajang
PDRB; = Produk Domestik Regional Bruto Kab. Lumajang
X; = Nilai tambah sektor i Provinsi Jawa Timur
PDRB; = Produk Nasional Bruto / GNP

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut, maka akan didapatkan hasil
dengan 3 kemungkinan yakni nilai LQ > 1, LQ = 1 dan LQ < 1 dengan
penjabarannya sebagai berikut.

a. LQ > 1 : Komoditas itu menjadi basis atau sumber pertumbuhan.
Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat
memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat
diekspor ke luar wilayah.

b. LQ = 1 : Komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan
komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

c. LQ <1 :Komoditas itu tergolong non basis. Produksi komoditas di suatu
wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan

dari luar atau impor.
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3.5

Metode penghitungan dengan LQ ini tidak berarti tanpa kekurangan
dimana semua Teknik penghitungan memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dari teknik ini adalah penerapannya yang sederhana dan mudah untuk
dilakukan serta tidak memerlukan program secara spesifik untuk mengujinya.
Dari sisi kekurangannya, dikarenakan sederhananya penghitungan ini, maka
dibutuhkan akurasi data terlebih apabila data yang digunakan tidak valid maka

akan mempengaruhi hasil interpretasi.

SHIFT SHARE
Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam
menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan
perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau
produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan
daerah yang lebih besar (Tarigan, 2005). Untuk mengetahui proses pertumbuhan
ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis Shift Share digunakan
variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan dan sebagainya.
Djj = Njj + Mjj + Cij
Keterangan:
Djj: perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu
tertentu
Njj: komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j
Mij: bauran industri sektor i di wilayah j
Cij: keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j.
Secara matematis (Curtis, 1972), diketahui sebagaimana notasi berikut.
m n
Z Z Xi j = Xo0
i=1 j=1
AX;; = [X;;(t) — X;;(0)]
e;j = (Xo0(t) — X00(0)|X00(0))
eio = (Xio(t) — Xj0(0)1X;(0))
e; = (Xi;(0) — X;;(0)|X;;(0))
AXo = [Xi;(0)][eqo] + [Xi;(0)][es0 — €00l + [X:5(0)][er — eso]

Dimana:
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Xij =komponen pekerja atau pendapatan 7 di area j pada waktu tertentu.
Xij(0) =komponen pekerja atau pendapatan i pada area j pada awal waktu, 0.
Xoo  =seluruh pendapatan atau pekerja (agregat) pada waktu ¢.

Xio =seluruh pendapatan atau pekerja (agregat) pada komponen i untuk

setiap waktu t.

Keunggulan analisis shift- share menurut (Stevens & Moore, 1980) antar lain:

i. Analisis Shift-share tergolong sederhana. Namun demikian, dapat
memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang
terjadi.

ii. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian
dengan cepat.

iii. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur
dengan cukup akurat.

Dalam analisis ini digunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang dimana analisis
shift-share secara ringkas dapat dijelaskan dengan perubahan suatu variabel
regional pada sektor tertentu di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu
dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan

kompetitif (Bendavid-Val, 191).

Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 24



BAB IV
ANALISA EKONOMI PEMBANGUNAN
KABUPATEN LUMAJANG

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah
bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-
batas wilayah yaitu: sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur

Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat

Kabupaten Malang.

S PETA
: % KABUPATEN LUMAJANG

Gambar IV. 1 Peta Kabupaten Lumajang
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Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan,
maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor
pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi
secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor
sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut
mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin
berkembang.

Wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km2, di mana dibagi menjadi
21 kecamatan , 195 desa. Dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan
dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Probolinggo. Sementara di sisi timur, berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di

sebelah selatan dengan Samudara Hindia .

4.1.1 GEOGRAFI

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 1120 -53"' - 1130 -23' Bujur
Timur dan 70 -54' -8o -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang
berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian
kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-
2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 240C - 230C. Di kawasan lereng
Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada di atas 1.000 meter di atas
permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 50C.

Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat Kabupaten Malang.

2. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.

3. Sebelah Timur kabupaten Jember.

4. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya: sektor pertanian,
peternakan dan perikanan diantaranya: Sektor pertanian Kabupaten Lumajang
dengan komoditas andalan: padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu
lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur); produk buah-buahan segar (seperti
pisang agung dan pisang mas kirana).

1. Sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor

perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan
L

Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 26



2. Sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di
sektor ini.

3. Sektor perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan
budidaya.

4. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

4.1.2 TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan: 0-15%
(65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman
semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk
pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah
yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan
menggunakan prinsip konversasi, 40% ke atas (18% luas wilayah) merupakan
daerah yang mutlak harus dihutankan sebagai perlindunga sumberdaya alam.

Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi
hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industri air
minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten
ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti
Ranu Klaka dan Ranu Pakis. Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan
peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum,
irigasi, industri, dan pariwisata.

Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air,
dan 56 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti
Ranu Pakis dan Ranu Klaka. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari
Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bias diandalkan
untuk industri pariwisata. Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru
yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. Gunung ini merupakan potensi
andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang
dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga

menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.
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4.1.3 KEADAAN STATISTIK

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan Juni tahun 2016

adalah 1.104.759 jiwa. Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup

beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman,

perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak dengan tingkat

proporsi yang beragam pula.

1. Lahan Sawah.

ISHE

e o

14

g.
h.

Irigasi Teknis : 21.772 Ha

Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha
Irigasi Sederhana: 4.691 Ha
Irigasi desa no/PU : 1.607 Ha
Tadah hujan : 333 Ha

Pasang surut: - Ha

Lebak: - Ha

Polder dan sawah lainnya: - Ha

2. Lahan Kering.

a.

=3

™ o a0

SR

[—

Tegal/kebun : 55.931 Ha

Ladang/huma: 0 Ha

Perkebunan : 16.316 Ha

Ditanami Pohon/Hutan Rakyat: 4.255 Ha
Tambak : 53 Ha

Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
Penggembalaan Padang Rumput : 4 Ha
Sementara Tidak Diusahakan : 148 Ha

Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha

3. Lahan Lainnya.

Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya: 13.336 Ha
Hutan Negara : 28.947 Ha

Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) : 146 Ha

Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi (jumlah lahan sawah dan lahan bukan sawah) :

179.090 Ha Dari data tersebut tampak hasil utama daerah Lumajang adalah

pertanian dan perkebunan. Selain itu, juga memanfaatkan hasil hutan yang ada.
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Padi dan palawija merupakan hasil andalan, demikian juga tebu dan pabrik gula
Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama
bagi daerah Lumajang. Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono
sebagian besar untuk ekspor teh, kopi, coklat maupun damar, meskipun tidak

terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

4.1.4 KEADAAN PEMERINTAHAN
Wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayah
kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai
berikut :
1. Kecamatan Lumajang terdiri dari : 5 Desa, 7 Kelurahan.
Kecamatan Sukodono terdiri dari : 10 Desa.
Kecamatan Senduro terdiri dari : 12 Desa.
Kecamatan Gucialit terdiri dari : 9 Desa.
Kecamatan Padang terdiri dari : 9 Desa.
Kecamatan Pasrujambe terdiri dari : 7 Desa.
Kecamatan Klakah terdiri dari : 12 Desa.

Kecamatan Ranuyoso terdiri dari: 11 Desa.

© © N o s W N

Kecamatan Randuagung terdiri dari : 12 Desa.

=
o

. Kecamatan Kedungjajang terdiri dari : 12 Desa.
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. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari : 12 Desa.

—_
N

. Kecamatan Jatiroto terdiri dari : 6 Desa.
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. Kecamatan Rowokangkung terdiri dari : 7 Desa.
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o

. Kecamatan Kunir terdiri dari: 11 Desa.

_
Ul

. Kecamatan Tekung terdiri dari : 8 Desa.

[N
[*))

. Kecamatan Pasirian terdiri dari: 11 Desa.

[E=y
N

. Kecamatan Tempeh terdiri dari : 13 Desa.

—_
o]

. Kecamatan Candipuro terdiri dari : 10 Desa.

=
O

. Kecamatan Pronojiwo terdiri dari : 6 Desa.

N
(=)

. Kecamatan Tempursari terdiri dari : 7 Desa.
21. Kecamatan Sumbersuko terdiri dari : 8 Desa.
Dari 205 Desa / Kelurahan, terdiri dari 2 kategori ,yaitu :

1.  Desa Definitif sebanyak : 198 Desa.
L
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2.  Kelurahan sebanyak : 7 Kelurahan.

4.1.5 VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

4.2

4.2.1

Visi yang diemban oleh kepemimpinan Bupati saat ini adalah,
Visi:
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya
Saing, Makmur dan Bermartabat”

Sementara itu, terdapat pula 3 misi yang disusun guna mencapai visi yang telah
ditetapkan sebagaimana berikut.
Misi:
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada
pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and

clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

HASIL PENGUJIAN STATISTIK (OUTPUT)

Metodologi yang digunakan pada analisis ini yakni memanfaatkan
pendekatan ARIMA sebagai metode forecasting yang dilakukan sebagaimana
tahapan-tahapan yang telah dijabarkan pada metodologi di atas. Selain itu, pada
bagian ini akan ditampilkan pula hasil statistik pengujian menggunakan metode
Location Quotient (LQ) dan shift-share sebagai bagian dari tambahan penjelasan

atas pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang.

UJI STASIONERITAS

Uji stasioneritas merupakan langkah awal dari proses dilakukannya
peramalan (forecasting) guna memastikan bahwa data yang akan digunakan
untuk peramalan tidak mengandung komponen trend, dengan keragaman yang

konstan, dan tidak terdapat fluktuasi secara periodik.
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Melalui penguijian stasioneritas, juga akan diketahui pada posisi
bagaimana variabel Produk Domestik Regional Bruto Riil (PDRB riil) mencapai
kondisi stasioner. Menggunakan pendekatan Augmented Dickey-Fuller (ADF)
untuk menguji unit root dengan derajat kepercayaan (confidence of interval)
sebesar 95% diketahui bahwa variabel PDRB stasioner pada kondisi orde 1 atau
first difference, I(1), yang ditujukkan melalui nilai probabilitasnya (0.0000) kurang

dari a 5% sebagaimana tabel berikut.

Bagan 0-1. Hasil Unit root test

Null Hypothesis: DYK10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.849441 0.0000
Test critical values: 1% level -3.639407
5% level -2.951125
10% level -2.614300

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Hasil unit root test mengunakan pendekatan Augmented Dickey-Fuller dan
dengan tingkat derajat kepercayaan (confidence of interval) sebesar 5 persen
sebagaimana bagan di atas, maka didapatkan hasil terjadinya penolakan terhadap
hipotesa awal (H0) atau dengan kata lain menerima hipotesa alternative (H1) yang
berarti bahwa data tidak memiliki unit root dan dengan demikian dikatakan bahwa
data telah mencapai tingkatan stasioneritas pada orde pertama, I(1). Hal ini dapat
dilihat pula dari grafik-nya sebagaimana bagan di bawah ini yang menampilkan
grafik pada kondisi yang belum stasioner, 1(0) dan kondisi setelah stasioner pada

kondisi first difference, I(1).
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Bagan 0-2. Grafik Stasioneritas Data pada First Difference (DlogYk10)

LOGYK10 DLOGYK10

12.75 .06

12.70 4
.04

12.65
.02 |
12.60

.00 |
12.55

12.50 -.02 |

e —————-eA e e i T
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011

i) Data belum stasioner, I{0) ii) Data telah stasioner, I(1)

L e e e T e e L e LA A s s
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu untuk menentukan parameter ARIMA
dengan melihat pola fungsi autocorrelation function (AC) dan partial autocorrelation

function (PAC) sebagaimana yang ditunjukkan melalui bagan berikut.

Bagan 0-3. Correlogram Output

Date: 12/09/19 Time;07:54
Sample: 2010Q1 201804
Included observations: 35

Autocorrelation  Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

0
!

0.205 0.205 1.6077 0.205
-0.070 -0.117 1.8016 0.406
-0.397 -0.378 8.1824 0.042
0.080 0.283 8.4489 0.076
-0.029 -0.201 8.4857 0.131
0.031 -0.080 8.5289 0.202
-0.027 0.189 8.5623 0.286
0.076 -0.107 8.8425 0.356
-0.000 -0.005 8.8425 0.452
-0.034 0.045 8.9030 0.541
-0.049 -0.076 9.0333 0.619
0.049 0.086 9.1673 0.689
-0.004 -0.063 9.1681 0.760
14 0.056 0.077 9.3647 0.807
15 -0.077 -0.084 9.7466 0.835
|16 0.045 0.049 9.8866 0.872

O© 0O NO OB W N -

e e
W N RO

Plot AC di atas menunjukkan bahwa data signifikan pada lag ke-3 dan
mengalami cutoff pada lag ke-4, sementara plot PAC menunjukkan hal yang serupa

dimana data signifikan pada lag ke-3 dan mengalami cutoff pada lag ke-4 dan
L
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4.2.2

seterusnya. Dengan demikian, data tersebut sekaligus mengindikasikan
terdapatnya 3 model yang dapat dibentuk yakni ARIMA (3,1,3) sebagai model |,
ARIMA (3,1,0) sebagai model Il dan ARIMA (0,1,3) sebagai model III.

MODEL ARIMA

Metode ARIMA merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
peramalan jangka pendek yang akurat dengan mengabaikan secara penuh
variabel independen. Pada kajian ini, terbentuk tiga model ARIMA yakni: ARIMA
(3,1,1); ARIMA (3,1,0); dan ARIMA (0,1,3) dengan masing-masing penjabarannya
secara terpisah.

ARIMA Model I

Melalui jumlah observasi sebanyak 35, maka model pertama ARIMA (3,1,3)
menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0.3837, nilai AIC sebesar -6.2138,
nilai SC sebesar -6.0361, dan nilai inverted kurang dari 1, serta nilai probabilitas
untuk variabel pengamatan.

Bagan 0-4. ARIMA (3,1,3)

Dependent Variable: D(LOGYK10)

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 12/09/19 Time: 07:56

Sample: 2010Q2 2018Q4

Included observations: 35

Convergence achieved after 98 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.005759 0.001283 4.489527 0.0001
AR(3) -0.620801 0.133110 -4.663810 0.0001
MA(3) -0.363701 0.338912 -1.073142 0.2915
SIGMASQ 8.53E-05 2.41E-05 3.540447 0.0013
R-squared 0.438089 Mean dependent var 0.007143
Adjusted R-squared 0.383710 S.D.dependentvar 0.012502
S.E. of regression 0.009815 Akaike info criterion -6.213883
Sum squared resid 0.002986 Schwarz criterion -6.036129
Log likelihood 112.7429 Hannan-Quinn criter. -6.152522
F-statistic 8.056286 Durbin-Watson stat 1.462370
Prob(F-statistic) 0.000412
Inverted AR Roots A3+.74i A3-74i -.85
Inverted MA Roots 71 -.36+.62i -.36-.62i

Sumber: peneliti 2019
Output dari pengolahan data secara least square terhadap model pertama

ARIMA (3,1,3) di atas menunjukkan terdapat satau variabel tidak signifikan,
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MA(3), yang diketahui dari nilai probabilitasnya sebesar 0.2915 yang melebihi
nilai alpha 5%. Hasil yang tidak signifikan tersebut dapat bersumber dari data
yang tidak terdistribusi secara normal. Munculnya variabel yang tidak signifikan
tersebut memunculkan kemungkinan bahwa model yang dapat digunakan adalah
model kedua atau ketiga karena pada model pertama ini tidak dapat digunakan

sebagai model untuk melakukan peramalan.

ARIMA Model I

Model kedua dari ARIMA yang di uji adalah ARIMA (3,1,0) dengan
menggunakan data kuartal dari tahun 2010 hingga 2018 atau sejumlah 35
observasi, dan diketahui bahwa nilai probabilitas pada variabel independent
AR(3) menunjukkan nilai yang kurang dari o (5%) dengan nilai adjusted R-square
sebesar 0.3639, nilai AIC sebesar -6.2114, nilai SC sebesar -6.0781 dan nilai
inverted AR root kurang dari 1. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahapan
awal ini dapat dikatakan model kedua ini dapat digunakan untuk peramalan
dengan syarat tidak terdapat autokorelasi dan data bersifat homoskedastik.
Namun demikian, keluarnya model kedua sebagai opsi model yang akan
digunakan tetap mengharuskan untuk dilakukannya pengujian pada model ketiga.

Bagan 0-5. Output ARIMA (3,1,0)

Dependent Variable: D(LOGYK10)

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 12/09/19 Time: 07:58

Sample: 2010Q2 2018Q4

Included observations: 35

Convergence achieved after 107 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.005951 0.001144 5.202702 0.0000
AR(3) -0.793181 0.049326 -16.08047 0.0000
SIGMASQ 9.09E-05 1.62E-05 5.604928 0.0000
R-squared 0.401367 Mean dependent var 0.007143
Adjusted R-squared 0.363952 S.D.dependentvar 0.012502
S.E. of regression 0.009971 Akaike info criterion -6.211484
Sum squared resid 0.003181 Schwarzcriterion -6.078168
Log likelihood 111.7010 Hannan-Quinn criter. -6.165463
F-statistic 10.72755 Durbin-Watson stat 1.417397
Prob(F-statistic) 0.000272
Inverted AR Roots A46+.80i .46-.80i -.93
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Sumber: peneliti 2019

ARIMA Model III

Model ketiga yang terbentuk adalah ARIMA (0,1,3) dimana output nya
menunjukkan hasil berupa nilai probabilitas terhadap variabel independen yang
terbentuk adalah signifikan dengan0 nilai adjusted R-square nya sebesar 0.3570,
nilai AIC sebesar -6.1628, nilai SC sebesar -6.0295 dan nilai inverted MA Roots nya
kurang dari 1. Signifikansi variabel independen tersebut dilihat dari nilai
probabilitas AR(3) sebesar 0.0180 yang lebih kecil dari 0.05 ().

Dengan demikian, terdapat dua model yakni: ARIMA (3,1,0) dan ARIMA
(0,1,3) yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan PDRB. Namun
demikian, masih terdapat 3 tahapan pengujian lagi yang harus dilakukan sebelum
memutuskan memilih model terbaik yang akan digunakan untuk peramalan yakni
uji normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian tersebut masih
harus memperhatikan bagaimana kondisi ketiga pengujian lanjutan tersebut
terhadap dua model ARIMA yang terpilih agar tidak menimbulkan bias hasil yang
berdampak pada interpretasi yang menyesatkan. Adapun output dari pengujian
ARIMA pada model kedua ini dapat dilihat melalui bagan berikut.

Bagan 0-6. Output ARIMA (0,1,3)

Dependent Variable: D(LOGYK10)

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 12/09/19 Time: 07:59

Sample: 2010Q2 2018Q4

Included observations: 35

Convergence achieved after 16 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.005887 0.001265 4.653087 0.0001
MA(3) -0.718307 0.288099 -2.493262 0.0180
SIGMASQ 9.76E-05 3.14E-05 3.109563 0.0039
R-squared 0.357037 Mean dependent var 0.007143
Adjusted R-squared 0.316852 S.D.dependentvar 0.012502
S.E. of regression 0.010333 Akaike info criterion -6.162893
Sum squared resid 0.003417 Schwarzcriterion -6.029578
Log likelihood 110.8506 Hannan-Quinn criter. -6.116873
F-statistic 8.884781 Durbin-Watson stat 1.224326
Prob(F-statistic) 0.000853
Inverted MA Roots .90 -.45-78i -45+.78i

Sumber: peneliti 2019
L
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4.2.3 UJINORMALITAS
Sebagaimana penjabaran sebelumnya, pengujian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal ataukah tidak. Pengujian
ini tetap akan dilakukan terhadap 3 model ARIMA yang terbentuk serta akan

dijabarkan sebagaimana berikut.

Normalitas Model ARIMA I
Pengujian terhadap normalitas pada model pertama ARIMA (3,1,3)
menguji normalitas untuk AR(1) dan MA(1) pada tingkat first difference dimana

hasil statistik ditunjukkan sebagaimana bagan berikut.

Bagan 0-7. Uji Normalitas ARIMA (3,1,3)

20

Series: Residuals
Sample 2010Q2 2018Q4
16 4 Observations 35
Mean 0.001521
124 Median -0.000588
Maximum 0.027559
8 Minimum -0.018556
) Std. Dev. 0.009244
Skewness 0.909753
4 | Kurtosis 4.094337
Jarque-Bera  6.574422
0 !—,—! *!—V—\‘ Probability 0.037358
-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Sumber: peneliti 2019

Nilai probabilitas pada uji normalitas di atas menunjukkan nilai
probabilitas Jarque-Bera kurang dari a (5%) yang menunjukkan bahwa residual
tidak terdistribusi secara normal. Mengacu pada hasil regresi terhadap ARIMA
model pertama, maka diketahui bahwa variabel independent yang tidak signifikan
dipengaruhi (salah satunya) oleh distribusi residual yang tidak normal.

Berikutnya, pengujian dilakukan terhadap model kedua dan ketiga.
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Normalitas Model ARIMA 11
Pada model kedua yakni ARIMA (3,1,0) diketahui bahwa residual
terdistribusi secara normal yang mengacu pada nilai probabilitas jarque-bera di

atas nilai alpha sebesar 5%.

Bagan 0-8. Uji Normalitas ARIMA (3,1,0)

24

Series: Residuals
20 | Sample 2010Q2 2018Q4
Observations 35
16 4 Mean 0.001059
Median -0.000672
12 | Maximum 0.026825
Minimum -0.024467
s Std. Dev. 0.009613
Skewness 0.506358
Kurtosis 4.553921
4]
Jarque-Bera  5.017052
o !—!—’—\‘ Probability 0.081388

-0.‘02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Sumber: peneliti 2019
Merujuk pada hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya, maka model
kedua ini ARIMA (3,1,0) dapat menjadi pilihan sebagai model yang baik untuk
peramalan. Namun demikian, masih harus dilihat hasil dari pengujian

autokorelasi dan heterskedastisitas pada model ini.

Normalitas Model ARIMA III

Ditinjau dari uji normalitasnya, diketahui bahwa residu terhadap model
ARIMA (0,1,3) tidak terdistribusi secara normal yang ditunjukkan melalui nilai
probabilitas jarque-bera dengan nilai signifikansi yang kurang dari alpha 5%.

Bagan 0-9. Uji Normalitas ARIMA (0,1,3)

12

Series: Residuals
Sample 2010Q2 2018Q4

10 )
Observations 35

8 Mean 0.001877
Median 0.000378
6| Maximum 0.035828
Minimum -0.013821
4 Std. Dev. 0.009842
Skewness 1.591677
Kurtosis 6.209397
2 |
Jarque-Bera  29.79953
o] ‘ | | | | Probability 0.000000
-0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Sumber: peneliti 2019

Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 37



4.2.4

Jika melihat hasil uji sebelumnya, maka model ketiga ini ARIMA (0,1,3)
dapat menjadi pilihan untuk menjadi model peramalan (forecasting) telah gugur
seiring dengan residu yang ditunjukkan tidak terdistribusi secara normal.
Selanjutnya, hendak dilihat bagaimana hasil pengujian terhadap autokorelasi dan

heteroskedastisitas.

UJI AUTOKORELASI

Uji ini untuk mengetahui apakah analisis statistik yang dilakukan
mengindikasikan adanya korelasi variabel di dalam model dengan perubahan
waktu. Pengujian terhadap autokorelasi juga akan dilakukan terhadap tiga model

yang terbentuk sebagaimana berikut.

Autokorelasi Model ARIMA I

Uji autokorelasi terhadap model I ARIMA (3,1,3) menunjukkan hasil
adanya autokorelasi melalui data pada lag ke-3. Hal ini mengindikasikan bahwa
model yang diteliti (dibentuk) tidak dapat dikatakan baik karena masih terdapat

korelasi antar residu-nya.

Bagan 0-10. Uji Asumsi Autokorelasi ARIMA (3,1,1)

Date: 12/09/19 Time: 07:56

Sample: 2010Q1 201804

Included observations: 35

Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMAterms

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
o - 1 0.131 0.131 0.6538
O (N = 2 -0.108 -0.127 1.1086
[ O | 3 0.356 0.402 6.2308 0.013
s = 4 0282 0170 95417 0.008
I O 5 -0.089 -0.068 9.8870 0.020
O (s 6 -0.072 -0.156 10.121 0.038
Cop O 7 0.064 -0.121 10.312 0.067
I O 8 0.028 0.019 10.348 0.111
O s 9 0.064 0.225 10.555 0.159
g O 10 -0.056 -0.019 10.721 0.218
O I 11 0.015 0.037 10.732 0.294
Cop o (N = 12 0.059 -0.118 10.926 0.363
O N 13 -0.019 -0.067 10.948 0.448
I O 14 0.008 0.074 10.952 0.533
oo coq o 15 -0.046 -0.045 11.088 0.603
N N 16 0.019 0.091 11.114 0677

Sumber: peneliti 2019
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Hasil pada uji autokorelasi ini memperkuat argumentasi bahwa model
pertama tidak dapat digunakan sebagai model peramalan (forecasting). Dan

pengujian dilanjutkan dengan melihat hasil pada dua model lainnya.

Autokorelasi Model ARIMA 11

Hasil uji autokorelasi pada model kedua ARIMA (3,1,0) menunjukkan
bawah antar data pengamatan tidak terdapat korelasi antar residu yang
ditunjukkan melalui plot AC dan PAC dimana sebaran data tidak melebih garis.

Bagan 0-11. Uji Autokorelasi ARIMA (3,1,0)

Date: 12/09/19 Time: 07:58

Sample: 2010Q1 2018Q4

Included observations: 35

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMAterm

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

m

0.176 0.176 1.1842
. -0.136 -0.172 1.9065 0.167
. 0.162 0.235 2.9750 0.226
. 0.322 0237 7.3163 0.062
. -0.036 -0.106 7.3737 0.117
. -0.278 -0.234 10.832 0.055
. -0.002 -0.022 10.832 0.094
. 0.062 -0.060 11.016 0.138
! 9 0099 0273 11508 0.175
|
|
|
|
|
|
|

O ~NO O WN PR

10 -0.093 -0.018 11.957 0.216
11 0.021 0.062 11.980 0.286
12 0.047 -0.149 12.107 0.356
13 0.005 -0.076 12.108 0.437
14 0.006 0.045 12.110 0.519
15 -0.057 0.027 12.319 0.581
16 0.031 0.088 12.383 0.650

Sumber: peneliti 2019

Hasil uji tersebut turut memperkuat hasil dua uji sebelumnya yakni
normalitas dan regresi dimana model kedua ini dapat diindikasikan sebagai model
yang bersifat baik untuk dijadikan model peramalan (forecasting). Namun
demikian, masih terdapat satu wuji lagi yang harus dilakukan yakni uji
heteroskedastisitas yang apabila juga terbebas dari indikasi tersebut, maka model

ini yang akan digunakan sebagai model peramalan.
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Autokorelasi Model ARIMA 111

Dua uji sebelumnya pada model ketiga ini ARIMA (0,1,3) menunjukkan
hasil yang signifikan pada hasil regresi serta hasil uji normalitas yang
menunjukkan hasil positif untuk dijadikan model peramalan pula sebagaimana
model kedua. Namun sebagaimana pada model kedua, hendak dilihat pula
bagaimana hasil dari uji autokorelasi terhadap model ketiga ini agar diketahui
model mana yang akan dijadikan acuan untuk melakukan peramalan.
Berdasarkan hasil Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term diketahui

bahwa seluruh data pengamatan adalah signifikan yang berarti bahwa tidak

terdapat korelasi antar residualnya.

Bagan 0-12. Uji Autokorelasi ARIMA (0,3,1)

Date: 12/09/19 Time: 07:59

Sample: 201001 201804

Included observations: 35

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMAterm

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
=N - 1 0190 0.190 1.3691
I B 2 -0.014 -0.052 13774 0.241
Col Co@ o 3 0121 0.139 19660 0.374
Co [l v 4 0157 0111 29998 0.392
I N 5 -0.045 -0.092 3.0877 0.543
Col . 6 0.140 0.179 39651 0.554
v O 7 0.027 -0.083 3.9990 0.677
vl Coflo 8 0.036 0.067 4.0613 0.773
Cof o I 9 0.104 0.082 45998 0.799
I s 10 -0.025 -0.126 4.6312 0.865
Coo o 11 -0.039 0.042 4.7119 0.910
N oo 12 0.100 0.039 52710 0.917
I O 13 -0.023 -0.073 5.3015 0.947
v I 14 0.009 0.092 53061 0.968
I = 15 -0.027 -0.130 5.3532 0.980
v Coflo 16 0.013 0.067 5.3643 0.989

Sumber: peneliti 2019

Hasil di atas menjadikan model yang memiliki potensi untuk dijadikan

acuan sebagai peramalan masih terbuka terhadap dua pilihan yakni model kedua

dan ketiga. Berikutnya, akan dilakukan pengujian heteroskedastisitas.
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4.2.5 HETEROSKEDASTISITAS
Uji ini ditujukan untuk menilai apakah terdapat keragaman varian
terhadap residual pada semua pengamatan ataukah tidak. Berikut hasil pengujian

terhadap ketiga model.

Heteroskedastisitas Model ARIMA I

Hasil pengujian berdasarkan regresi, normalitas, dan autokorelasi pada
model pertama dinyatakan tidak lolos sehingga dapat dikatakan pula bahwa hasil
pengujian pada heteroskedastisitas juga tidak akan lolos. Hal ini dapat dilihat dari
plot yang tampak apakah signifikan pada 1%, 5% ataukah 10%. Jika merujuk pada
hasil (output)-nya diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas untuk model
pertama ini dinyatakan tidak lolos uji atau dikatakan varian yang terdapat pada
pengamatan bersifat heterogen. Dengan kata lain, Ho: diterima. Syarat yang
dibutuhkan untuk lolos uji ini adalah adalah varians yang bersifat homogen atau
menolak Ho dan menerima H1.

Bagan 0-13. Uji Heteroskedastisitas ARIMA (3,1,1)

Date: 12/09/19 Time: 07:57
Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 35

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

N | N | 1 0407 0407 6.3148 0.012
O g1 2 0145 -0.025 7.1397 0.028
O g1 3 0107 0.069 7.6073 0.055
N o N 4 0394 0397 14.101 0.007
O g1 5 0.277 -0.031 17.410 0.004
N | N 6 0.254 0.172 20.290 0.002
g1 X 7 0.033 -0.162 20.340 0.005
g1 g1 8 0.058 -0.055 20.499 0.009
e ol 9 0.014 -0.084 20.509 0.015
O g1 10 0.112 -0.011 21.154 0.020
g1 g1 11 0.038 0.018 21.233 0.031
K. K. 12 -0.080 -0.168 21.595 0.042
g1 O 13 -0.046 0.167 21.717 0.060
g1 g1 14 0.027 -0.044 21.762 0.084
g1 g1 15 -0.015 -0.020 21.776 0.114
X g1 16 -0.094 -0.020 22.379 0.131

Sumber: peneliti 2019

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa pada lag pertama

dan keempat data masih tidak signifikan yang berarti bahwa varians pada data

e
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pengamatan bersifat heterogen. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa salah satu
syarat agar model dapat digunakan adalah varians yang homogen atau tersebar
diantara rata-rata nya yang apabila tidak dapat terpenuhi akan berdampak serius
pada kepekaan hasil pengujian ragam analisis atau dengan kata lain hasil yang
didapatkan akan bias.

Heteroskedastisitas Model ARIMA II

Model yang baik tidak hanya dilihat berdasarkan normalitas data
autokoreasinya saja namun juga harus melihat bagaimana uji
heteroskedastisitasnya. Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan apakah
terdapat varians antar error (residu) yang bersifat homogen ataukah heterogen.
Jika varians bergerak diantara rata-ratanya, maka dapat dikatakan bersifat
homogen dan sebaliknya jika varians bergerak hingga keluar model, maka
dikatakan bersifat heterogen. di model kedua ARIMA (3,1,0) dengan
menggunakan alpha sebesar 5% diketahui bahwa plot data menunjukkan masih
terdapatnya data pengamatan yang tidak signifikan pada lag ke-1, 4, dan 6,
sehingga dapat dikatakan bahwa varians antar error masih bersifat heterogen
sehingga persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat
digunakan untuk model peramalan (forecasting).

Bagan 0-14. Uji Heteroskedastisitas ARIMA (3,1,0)
Date: 12/11/19 Time: 18:25

Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 35

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

N O 1 0418 0418 6.6669 0.010
O g1 2 0212 0.044 84235 0.015
O g1 3 0113 0.012 89388 0.030
O N 4 0349 0353 14.017 0.007
O O 5 0330 0.095 18705 0.002
N | N 6 0373 0.209 24917 0.000
g1 ol P 7 0.030 -0.260 24.960 0.001
g1 Rl 8 0.006 -0.067 24962 0.002
g1 g1 9 0.056 0.007 25.120 0.003
g1 ol P 10 0.063 -0.216 25.325 0.005
g1 g1 11 -0.008 -0.002 25.328 0.008
Rl ol 12 -0.078 -0.112 25.670 0.012
X O 13 -0.081 0.088 26.060 0.017
e e 14 -0.038 0.052 26.150 0.025
g1 g1 15 -0.023 -0.019 26.185 0.036
X g1 16 -0.085 0.067 26.675 0.045

Sumber: peneliti 2019
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Persoalan heteroskedastisitas ini tidak berarti menghentikan langkah
dalam analisis data karena masalah ini dapat diselesaikan dengan metode lainnya
yang telah berkembang saat ini. Merujuk pada (Wilcox & Keselman, 2004), bahwa
strategi modern untuk menyelesaikan heteroskedastisitas pada kasus univariate
adalah dengan cara mengganti rata-rata sampel dan rata-rata varians dengan
ukuran kecenderungan dan dispersi sentral yang tidak peka terhadap outlier.
Salah satu pendekatan umum yang dapat digunakan adalah dengan mengganti
rata-rata median dan varians dari sampel dengan deviasi absolut median. Selain
itu, dapat juga digunakan tes ARCH Engle yang dibangun berdasarkan fakta bahwa
jika residu (didefinisikan sebagai e[t]) adalah heteroskedastik, residu kuadrat
(e2[t]) dihubungkan secara otomatis. Jenis tes pertama adalah untuk memeriksa
apakah kuadrat residu adalah urutan white noise, yang disebut tes Portmanteau
Q dan mirip dengan tes Ljung-Box pada residu kuadrat. Tipe kedua dari tes yang
diusulkan oleh (Engle, 1982) adalah tes Lagrange Multiplier yang sesuai dengan
model regresi linier untuk residu kuadrat dan memeriksa apakah model yang
dipasang signifikan. Jadi hipotesis nol bahwa residual kuadrat adalah urutan white
noise, yaitu, residual yang homoscedastic. Parameter lag untuk menghitung
statistik uji diambil dari urutan bilangan bulat 1: min (24, n) dengan langkah 4 jika
n> 25, jika tidak 2, di mana n adalah jumlah pengamatan yang tidak hilang.

Merujuk pada hal tersebut, diketahui bahwa residu antar error tidak lagi
muncul dari besaran nilai Prob. Chi-Square yang lebih dari alpha (5%)

sebagaimana tabel di bawabh ini.

Bagan 0-15. Uji Heteroskedasticity ARIMA (3,1,1)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 2.740101 Prob. F(2,30) 0.0807
Obs*R-squared 5.097114 Prob. Chi-Square(2) 0.0782

Test Equation:

Dependent Variable: RESID2

Method: Least Squares

Date: 12/11/19 Time: 23:04

Sample (adjusted): 2010Q4 2018Q4
Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
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C 3.16E-05 2.52E-05 1.255298 0.2191
RESID”2(-1) 0.259270 0.178284 1.454251 0.1563
RESID”2(-2) 0.110843 0.141260 0.784671 0.4388

R-squared 0.154458 Mean dependent var 6.16E-05
Adjusted R-squared 0.098089 S.D.dependent var 0.000130
S.E. of regression 0.000124 Akaike info criterion -15.07294
Sum squared resid 4.58E-07 Schwarz criterion -14.93689
Log likelihood 251.7034 Hannan-Quinn criter. -15.02716
F-statistic 2.740101 Durbin-Watson stat 1.828098
Prob(F-statistic) 0.080729

Sumber: peneliti 2019

Dengan demikian, model kedua ini ARIMA (3,1,0) telah memenubhi seluruh
persyaratan parameter yang dibutuhkan sebagai model yang dapat digunakan
untuk dilakukannya peramalan (forecasting). Namun model ini masih belum satu-

satunya mengingat belum dilakukannya uji yang serupa terhadap model ketiga.

Heteroskedastisitas Model ARIMA III

Sebagaimana pada model kedua, maka selanjutnya ingin dilihat bagaimana

hasil dari uji heteroskedastisitas pada model ketiga ARIMA (0,1,3) dengan

hasilnya sebagaimana berikut.

Bagan 0-16. Uji Heteroskedastisitas ARIMA (0,1,3)

Date: 12/09/19 Time: 07:43

Sample: 2010Q1 2018Q4
Included observations: 35

Autocorrelation

Partial Correlation

AC PAC Q-Stat Prob

A
.
A

A

OO Ul WN -

Ne]

0.464 0464 81975 0.004
0.107 -0.138 8.6455 0.013
0.114 0.158 9.1741 0.027
0.048 -0.086 9.2697 0.055
0.025 0.058 9.2966 0.098
-0.019 -0.082 9.3127 0.157
-0.007 0.056 9.3150 0.231
0.017 -0.015 9.3283 0.315
-0.035 -0.042 9.3894 0.402

10 0.011 0.067 9.3960 0.495
11 0.034 -0.014 9.4566 0.580
12 -0.032 -0.045 9.5151 0.658
13 -0.009 0.033 9.5203 0.733
14 0.048 0.045 9.6613 0.787
15 -0.004 -0.065 9.6626 0.840
16 -0.052 -0.022 9.8469 0.874

Sumber: peneliti 2019
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Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masih terdapat data
pengamatan yang tidak signifikan sehingga dapat dikatakan pula bahwa residu
masih bersifat heteroskedastik. Pentingnya hasil analisis yang akan digunakan
untuk peramalan terbebas dari varians yang heterogen disebabkan karena
tingginya standard error yang terdapat pada data walaupun asumsi pada uji
normalitas telah terpenuhi (Wilcox & Keselman, 2003).

Sebagaimana pada model kedua yang membutuhkan treatment terhadap
heteroskedastisitas, maka pada model ketiga ini juga dilakukan treatement untuk
menghilangkan korelasi antar residu.

Munculnya varians yang bersifat beragam tersebut akan ditindaklanjuti
dengan melakukan uji white untuk menyelesaikan persoalan heteroskedastisitas
dengan hasil yang ditunjukkan melalui bagan berikut.

Bagan 0-17. Uji White ARIMA (0,1,3)

Dependent Variable: D(LOGYK10)

Method: ML ARCH - Normal distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)

Date: 12/09/19 Time: 08:04

Sample (adjusted): 2010Q2 20180Q4

Included observations: 35 after adjustments

Convergence not achieved after 500 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

MA Backcast: 2009Q3 2010Q1

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)"2*(RESID(-1)<0) + C(5)*GARCH(-1) +
C(6)*GARCH(-2) + C(7)*GARCH(-3)

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 0.005192 0.001665 3.118295 0.0018
MA(3) -0.143796 0.449237 -0.320090 0.7489

Sumber: peneliti 2019

Hasil uji white di atas menunjukkan bahwa data tidak lolos uji
heteroskedastisitas yang berarti bahwa residu masih bersifat heteroskedastik
atau dengan kata lain menerima HO dan menolak H1. Jika mengacu pada hasil uji
yang telah dilakukan, maka diketahui pula bahwa hasil terdapat dua uji yang tidak
lolos pada model ketiga ini yakni uji normalitas dan heteroskedastisitas. Sehingga,

dapat dikatakan bahwa model ketiga ini tidak dapat digunakan.
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4.2.6 PEMILIHAN MODEL ARIMA

4.3

Beberapa indikator yang tampak di atas dapat dikatakan bahwa model
pertama yakni ARIMA (3,1,1) tidak dapat digunakan merujuk pada hasil MA(3)
yang tidak signifikan, distribusi yang tidak normal, masih terdapatnya
autokorelasi dan heteroskedastik. Sedangkan pada model kedua ARIMA (3,1,0)
telah memenubhi dari segi signifikansi parameter maka model ini dikatakan baik
dan dapat digunakan untuk melakukan peramalan (forecasting). Sementara pada
model ketiga juga tidak dapat digunakan sebagai model peramalan karena masih
terdapat permasalahan pada uji normalitas dan heteroskedastisitas. Secara
umum, hal ini dirangkum melalui tabel berikut.

Tabel IV. 1 Ringkasan Model ARIMA

Model Adjusted R AIC SC Parameter
Square
ARIMA (3,1,1) 0.3837 -6.2138 -6.0361 | Tidak signifikan
ARIMA (3,1,0) 0.3639 -6.2114 -6.0781 | Signifikan
ARIMA (0,1,3) 0.3168 -6.1628 -6.0295 | Tidak Signifikan

Sumber: peneliti 2019

PERAMALAN (FORECASTING)

Peramalan dilakukan setelah melalui uji stasioner, dan pemunculan model
ARIMA yang kemudian diuji untuk memunculkan model dengan hasil uji
parameter yang baik melalui uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas.

Serangkaian uji yang telah dilakukan tersebut memunculkan model kedua
ARIMA (3,1,0) sebagai model yang digunakan untuk peramalan (forecasting).
Adapun dalam peramalan, indikator yang digunakan untuk melihat apakah
peramalan tersebut baik ataukah tidak yakni dengan merujuk pada hasil nilai bias
proportion < 0,2; covariance proportion dnegan nilainya yang mendekati 1; dan
nilai theil inequality coefficient dengan nilainya kurang dari 0,2. Apabila hasil
forecasting memenuhi Kkriteria-kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
hasil forecasting adalah baik dan dapat menjadi acuan.

Pada kajian ini, dengan model ARIMA (3,1,0) didapatkan hasil forecasting

sebagaimana bagan berikut.
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12.90

Bagan 0-18. Output dari Forecasting ARIMA (3,1,0)

12.85 |

12.80

12.75 |

12.70

12.65 |

12.60 |

12.55 ] |

12.50

Forecast: YK10F

Actual: YK10

Forecast sample: 2010Q1 2018Q4

Adjusted sample: 2011Q1 2018Q4

Included observations: 32

Root Mean Squared Error ~ 0.012750

Mean Absolute Error 0.010130

Mean Abs. Percent Error 0.080126

Theil Inequality Coefficient  0.000504
Bias Proportion 0.001854
Variance Proportion 0.334453
Covariance Proportion 0.663693

2011 | 2012 | 2013 = 2014 = 2015 = 2016 = 2017 2018 Theil U2 Coefficient 1.753579
Symmetric MAPE 0.080143

’ — YKI0F ____. +2S.E.

Sumber: peneliti 2019

Output hasil peramalan untuk data PDRB riil Kabupaten Lumajang
diketahui bahwa bias proportion-nya sebesar 0.001854 atau lebih kecil dari 0,2
dengan nilai covariance proportion (sebesar 0.663693) mendekati 1 yang berarti
bahwa model bagus digunakan untuk mempredikasi (forecasting) dan juga
dengan nilai theil inequality coefficient sebesar 0.000504 yang lebih kecil dari 0,2.

Hasil forecasting kembali di uji dengan memasukkan unsur ketahanan
(robustness) dengan melakukan pengulangan terhadap peramalan sebanyak
1000 kali dengan tingkat kesalahan yang kecil yakni 0,02. Uji ini perlu untuk
dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis (forecasting) memberikan
hasil yang sama ketika dilakukan pengujian secara berulang. Hal positif yang
didapatkan dari dilakukannya pengujian ketahanan terhadap model yakni
peningkatan validitas kesimpulan jika pengujian tersebut diadopsi sebagai bagian
intergral dari desain penelitian (Pliimper & Neumayer, 2016).

Hasil yang didapatkan dari uji robustness tersebut tidak jauh berbeda
dengan hasil forecasting sebelumnya yang terindikasi dari nilai bias proportion
sebesar 0,004923 (robustness) dari sebelumnya 0,001854 dengan nilai yang tetap
di bawah 0,2. Sedangkan dilihat dari nilai covariance proportion-nya sebesar
0,674716 (robustness) dari sebelumnya 0,663693 yang juga mendekati angka
satu dan pada kisaran 0,6. Lebih detil, hal ini dapat dilihat melalui bagan yang

tampak di bawah ini.
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12.85

Bagan 0-19. Output terhadap Robustness Peramalan

12.80

12.75

12.70

12.65 ]

12.60

12.55 |

12.50

— T
2011 2012

—
2013 2014

— T T T T
2015 2016 2017 2018

Sumber: peneliti 2019

output guna mengetahui bagaimana nilai prediksi PDRB Kabupaten Lumajang 5
(lima tahun) mendatang yang dihitung berdasarkan nilai per-kuartal (triwulan)

dan tahunan untuk periode 2019 hingga 2023 serta nilainya sebagaimana tabel

Mendasarkan pada hal tersebut, maka dilakukan penyesuaian terhadap

berikut.

Forecast: YK10F
Actual: YK10

Included observations: 32
Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion
Theil U2 Coefficient
Symmetric MAPE

Forecast sample: 2010Q1 2018Q4
Adjusted sample: 2011Q1 2018Q4

0.012894
0.010140
0.080221
0.000509
0.004923
0.320362
0.674716
1.773831
0.080240

Tabel IV. 2 Proyeksi PDRB Kabupaten Lumajang 2019-2023

Tahun Kuartal

Proyeksi PDRB

Nilai Per Kuartal

Nilai Tahunan

2019 Q1 5,655,135,228,082
2019 Q2 5,769,334,000,319 23,272,408,832,587
2019 Q3 5,877,440,754,421
2019 Q4 5,970,498,849,765
2020 Q1 6,022,755,256,647
2020 Q2 6,082,353,690,256 24,527 740,541,404
2020 Q3 6,156,471,094,703
2020 Q4 6,266,160,499,799
2021 Q1 6,372,077,526,042
2021 Q2 6,468,153,540,476 25,988,061,594,757
2021 Q3 6,536,848,556,427
2021 Q4 6,610,981,971,812
2022 Q1 6,695,490,761,140
2022 Q2 6,804,790,494,712 27425148 428,461
2022 Q3 6,911,966,987,856
2022 Q4 7,012,900,184,752
2023 Q1 7,095,635,136,430
2023 Q2 7,182,565,210,215  28,944,332,348,697
2023 Q3 7,277,081,647,241
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4.4

Proyeksi PDRB
Nilai Per Kuartal Nilai Tahunan

2023 Q4 7,389,050,354,810
Sumber: peneliti 2019

Tahun Kuartal

Besaran proyeksi nilai PDRB riil atau Atas Dasar Harga Konstan untuk
Kabupaten Lumajang di atas menunjukkan semakin tingginya PDRB dari tahun ke
tahun hingga tahun 2023. Namun demikian, perlu dipahami pula bahwa hasil
peramalan (forecasting) merupakan hasil penghitungan yang dibangun
berdasarkan asumsi yang terjadi di masa lalu. Sedangkan masa mendatang
memiliki ketidakpastian yang tinggi dimana ketidakpastian tersebut dapat berasal
dari faktor interal maupun eksternal. Terlebih, faktor eksternal akan
mempengaruhi secara signifikan mengenai perbedaan yang terjadi dan semakin
jauh peramalan tersebut dilakukan, maka ketidakpastian yang muncul juga akan

semakin besar.

NILAILQ

Selain peramalan yang dilakukan, untuk mengetahui bagaimana
pembangunan yang terjadi di Kabupaten di Lumajang dilakukan pula analisis
Location Quetinet untuk mengetahui sektor apa yang menjadi basis dan non basis
di Kabupaten Lumajang. Hal ini dapat diketahui secara detil sebagaimana bagan

di bawah.

Bagan 0-20. Hasil LQ Kabupaten Lumajang 2018

Analisis Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lumajang 49



Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jasa Kesehatan JasaPendidikan  Real Estate Konstruksi
3.396 dan Kegiatan Sosial 0.961 0.958 0.846
1.067

Pertambangan dan Penggalian  Industri Transportasi Informasi
0.822 Pengolahan dan dan
0.679

Perdagangan Besar dam
Eceran; Reparasi Mobil
0.750

Pengadaan Air, JasaPerusahaan
Pengelolaan 0.423

1_164“' Y Jasa Keuangan dan Asuransi Sampah,
0.681 Limbah
0.516

Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Berdasarkan hasil Location Quotien, diketahui bahwa terdapat 4 (empat)
sektor basis dan 13 (tiga belas) sektor non-basis yang ada di Kabupaten Lumajang
pada tahun 2018 yang terdiri dari: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
dengan nilai LQ sebesar 3,396; sektor Ad. Pemerintah, pertahanan & jaminan
sosial wajib dengan nilai LQ sebesar 1,450; sektor Jasa lainnya dengan nilai LQ
sebesar 1,1,64; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai LQ sebesar
1,067. Adapun lainnya adalah sektor non-basis yang terdiri dari: sektor Jasa
Pendidikan; Real Estate; Konstruksi; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan
besar dan Eceran, Reparasi Mobil; Jasa Keuangan dan Asuransi; Industri
Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi;
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah; Jasa Perusahaan; Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; serta Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor
non basis bagi Kabupaten Lumajang pada tahun 2018.

Sektor basis yang terdapat pada tahun 2018 bagi Kabupaten Lumajang
dapat diterjemahkan pula bahwa produksi pada 4 (empat) sektor (basis) tahun
2018 merupakan produksi yang juga dinikmati oleh wilayah (kabupaten/kota)

lainnya selain Kabupaten Lumajang dan sisanya adalah 13 sektor yang tergolong
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sektor non-basis, produksinya hanya dinikmati atau dikonsumsi di dalam wilayah
Kabupaten Lumajang atau bahkan Kabupaten Lumajang sendiri kekurangan dan
membutuhkan pasokan (impor) dari luar wilayah Kabupaten Luamajang.
4.5 NILAI SHIFT-SHARE
Nilai shift-share menunjukkan posisi dimana pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Lumajang mengalami pertumbuhan sebesar 7,21 persen dimana
pertumbuhan Jawa Timur pada periode yang sama mencapai pertumbuhan
sebesar 11,25 persen (ADHB). Pertumbuhan yang ada di Kabupaten Lumajang
sendiri tidak hanya dipicu oleh pertumbuhan internal Kabupaten Lumajang

namun juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Tabel IV. 3 Nilai Shift-Share Kabupaten Lumajang 2017-2018

Propotionality | Differential
Kategori Sektor Shift Shift
myj; Ci]'
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -1,279,941.72 171,649.61
B Pertambangan dan Penggalian -14,365.71 35,198.63
C Industri Pengolahan 134,584.58 -87,952.42
D Pengadaan Listrik dan Gas -1,418.11 888.36
E Eier?lﬁz(}ilaan Air, Pengelolaan Sampabh, 5463 77614
F Konstruksi 60,717.17 -119,315.51
G g‘;;‘;iizi“fdaonbﬁesar dam Eceran; 64,826.55 |  -58,648.68
H Transportasi dan Pergudangan 12,050.45 -15,619.00
I f/ﬁ?lifr?laan Akomodasi dan Makan 17.309.68 16,645.80
| Informasi dan Komunikasi 25,360.41 -54,989.90
K Jasa Keuangan dan Asuransi -19,680.93 4,519.08
L Real Estate -3,896.04 8,806.70
M,N Jasa Perusahaan 1,671.85 -1,186.58
0 Ad. .Pemerjntah, Pertahanan & Jaminan -40,457.09 53,753.80
Sosial Wajib
p Jasa Pendidikan -11,814.12 -23,820.33
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,374.75 -9,424.98
RS,T,U | Jasa Lainnya -7,252.10 10,226.35
0.00 | -1,161,321.85

Sumber: peneliti 2019
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4.6
4.6.1

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat perubahan relatif
secara positif pada industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan
eceran, serta reparasi mobil; transportasi dan pergudangan; penyediaan
akomodasi makan minum; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; serta jasa
kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, dilihat dari keunggulan
kompetitifnya diketahui terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan dan
asuransi; real estate; administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib;

serta jasa lainnya.

PEMBAHASAN
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LUMAJANG

Pencapaian PDRB Kabupaten Lumajang setiap tahunnya berasal dari
berbagai sektor yang berkontribusi secara agregat terhadap Kabupaten Lumajang
dan terus bergerak serta memberikan dampak yang positif terhadap
perekonomian setempat. Adapun sektor-sektor yang berkontribusi dan tercatat
pada PDRB menurut lapangan usaha sebagaimana kodifikasi yang ada pada Badan

Pusat Statistik (BPS) diketahui sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV. 4. Kategori dan Sektor pada PDRB menurut Lapangan Usaha

Kategori Sektor

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian
C Industri Pengolahan
D Pengadaan Listrik dan Gas
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
F Konstruksi
G Perdagangan Besar dam Eceran; Reparasi Mobil
H Transportasi dan Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
| Informasi dan Komunikasi
K Jasa Keuangan dan Asuransi
L Real Estate

M,N Jasa Perusahaan
0 Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan
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Kategori Sektor

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

RS,T,U Jasa Lainnya
Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Nilai PDRB (ADHB dan ADHK) Kab. Lumajang sendiri jika dilihat dari tahun
2002 hingga 2018 diketahui mengalami peningkatan baik yang tercatat
sebagaimana pada harga berlaku (nominal) maupun harga constant (riil) yang

tampak sebagaimana bagan berikut.

Bagan 0-21. PDRB Kab. Lumajang ADHB dan ADHK tahun 2002-2018 (triliun rupiah)
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Secara nominal (ADHB), kenaikan yang signifikan terjadi pada periode
panjang dimana pada tahun 2002 tercatat nilai PDRB (ADHB) adalah sebesar 4,81
triliun rupiah dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 30,77 triliun rupiah.
Sedangkan secara nilai riil (ADHK), kenaikan secara signifikan juga terjadi dengan
melihat perbandingan antara nilai pada tahun 2002 adalah sebesar 4,17 triliun
dan meningkat menjadi 21,57 triliun rupiah pada tahun 2018. Kenaikan secara
signifikan terjadi pada tahun 2010 dimana nilai PDRB (ADHK) sebelumnya (2009)

adalah senilai 6,01 triliun rupiah kemudian melonjak menjadi 14,26 triliun rupiah.
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Lebih lanjut, kenaikan pada PDRB (ADHK) ini dapat merefleksikan
terjadinya peningkatan kemakmuran secara relatif dimana pola penghitungan
PDRB (ADHK) dilakukan dengan mengeluarkan nilai (kondisi) inflasi pada tahun
berjalan. Sehingga kenaikan yang terjadi merupakan kenaikan secara nyata (riil).
Peningkatan kemakmuran ini akan lebih tampak jika melihat PDRB (ADHK) per
kapital Kabupaten Lumajang dari tahun 2002 hingga 2018 sebagaimana bagan
berikut.

Bagan 0-22. PDRB (ADHK) Per Kapita 2002-2018

Tahun 2015 Tahun 2012
18,129,560 15,771,085

Tahun 2014
17,393,062

Tahun 2016 Tahun 2013
18,917,680 16,555,270

14,140,06920,748,554

Peningkatan kemakmuran terlihat dari nilai PDRB (ADHK) per kapita
Kabupaten Lumajang yang meningkat dari dari posisi awal sebesar 14,140,069
pada tahun 2010 meningkat menjadi 20,748,554 pada tahun 2018 atau terjadi
pertumbuhan sebesar 46,74 persen dari tahun 2010.

Peningkatan kemakmuran tersebut dapat saja bersumber dari

pengurangan jumlah orang miskin atau dapat pula bersumber dari peningkatan

! Penting untuk menjadi perhatian bahwa PDRB (ADHK) per kapita tersebut bukanlah cerminan untuk setiap
individu di Kabupaten Lumajang karena penghitungan per kapita merupakan pembagian terhadap populasi di
Kabupaten Lumajang yang berarti tidak memperhatikan berbagai faktor kecuali hanya berdasarkan jumlah
populasinya saja.

e
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kemakmuran (pada tingkat yang lebih tinggi) dari masyarakat yang sebelumnya
telah ber-status-kan “memiliki”.

Hal ini juga dapat dilihat dari rasio penduduk miskin di Kabupaten
Lumajang periode 2009 hingga 2018 dimana tampak bahwa pada periode 2009
ke 2010 terjadi pengurangan kemiskinan sebesar 1,85 persen. Penurunan rasio
kemiskinan sebesar 1,85 persen tersebut seiring dengan peningkatan PDRB riil
Kabupaten Lumajang pada periode yang sama yang mengindikasikan bahwa
turunnya rasio kemiskinan tersebut berdampak pula pada peningkatan PDRB riil

Kabupaten Lumajang.

Bagan 0-23. Rasio Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang 2009-2018
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Penurunan rasio kemiskinan di Kabupaten Lumajang merupakan dampak
dari peningkatan PDRB riil yang tidak hanya disebabkan oleh karena satu orang
saja berhasil memasuki lapangan usaha tertentu, namun juga dipicu oleh hasil
produksi (barang dan jasa) yang dihitung secara agregat pada cakupan/wilayah
Kabupaten Lumajang tahun berjalan.

Penghitungan secara agregat tersebut memunculkan PDRB sebagai salah
indikator ekonomi dimana PDBR menurut lapangan usaha dihitung berdasarkan
17 sektor yang berkontribusi secara nasional (PDB) atau regional (PDRB). Namun
demikian, tidak semua sektor berkontribusi secara signifikan dari total 17 sektor
yang ada, atau dengan kata lain, “kue” ekonomi yang terdistribusi pada suatu
wilayah tidak terdistribusi secara merata dimana hasilnya juga dapat diketahui

dari kontribusi masing-masing sektor. Pada wilayah Kabupaten Lumajang,

e
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diketahui terdapat 5 kontributor terbesar terhadap PDRB (ADHB) Kab. Lumajang
dengan rasionya yang mencapai = 4% yang secara detil ditunjukkan melalui bagan

berikut.

Bagan 0-24. 5 (Lima) Besar Kontributor PDRB Kab. Lumajang (ADHB) Menurut
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi
secara signifikan sekaligus memegang peranan penting bagi Kab. Lumajang
karena dominannya peranan sektor ini dengan rasio yang lebih dari 30 persen
sejak 2016 hingga 2018. Namun demikian, rasio tersebut terus mengalami
penurunan dimana pada tahun 2016 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
mencatatkan nilai kontribusinya terhadap PDRB Kab. Lumajang sebesar 39,05
persen dan pada tahun 2017 menunjukkan penurunannya menjadi sebesar 37,76
persen, serta pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar
35,58 persen. Penurunan ini tidaklah menjadi hal yang negatif (secara agregat)
karena sektor lainnya mencatatkan kenaikan rasionya terhadap PDRB pada tahun
berjalan. Sektor tersebut yakni: sektor industri pengolahan; perdagangan besar

dan eceran serta reparasi mobil dengan rasionya terhadap PDRB (ADHB) yakni:
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4.6.2

e Sektor industri pengolahan dengan kontribusinya sebesar 19,96 persen
pada tahun 2016 menjadi 19,38 persen pada tahun 2017 dan pada tahun
2018 meningkat lagi menjadi 20,26 persen.

e Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dengan
kontribusinya sebesar 12,93 persen pada tahun 2016 yang meningkat
menjadi 13,40 persen pada tahun 2017 dan meningkat lagi pada tahun
2018 menjadi sebesar 13,93 persen.
sedangkan, dua sektor lainnya yakni pertambangan dan penggalian turut

berkontribusi dengan nilai rasionya di atas 4 persen namun masih di bawah 10
persen. Selebihnya, sebanyak 12 sektor lainnya turut berkontribusi namun

dengan nilai yang kecil yakni di bawah 4 persen.

LAJU PERTUMBUHAN SEKTORAL

Walaupun besaran rasio 17 sektor tersebut (terhadap PDRB Kab.
Lumajang) mengindikasikan hubungan linier terhadap peranannya secara
agregat, namun tetap dibutuhkan perhatian pula terhadap sektor-sektor yang
memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Salah satu indikasi yang dapat
dilihat adalah melalui laju pertumbuhan masing-masing sektor dimana sektor
yang memiliki laju pertumbuhan yang positif dan konsisten meningkat
merupakan sektor yang berpotensi untuk berkembang lebih besar dan akan
berkontribusi positif pula terhadap PDRB.

Membandingkan data laju pertumbuhan 17 sektor yang terdapat pada
Kabupaten Lumajang yakni tahun 2017 dan 2018 secara terpisah diketahui pada
tahun 2017, sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang besar terdapat
pada:

» Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,90 persen;

= Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,48 persen;

= Sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,92 persen;

= Sektor konstruksi sebesar 6,91 persen;

= Sektor transportasi dan pergudangan sebesar 6,61 persen;

» Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah sebesar 6,43 persen;

dan
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» sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil sebesar 6,25 persen.
Adapun sektor lainnya memiliki laju pertumbuhan kurang dari 6 persen
bahkan pada tahun 2017, diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB (ADHB) Kab.

Lumajang hanya tumbuh sebesar 1,57 persen (lihat lampiran).

Bagan 0-25. Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2017 (persen)

Transportasi dan
Pergudangan
0.06616

B
=]

Pertambangan dan

I

Penggalian Penyediaan Akomodasi dan
0 cuéo Makan Minum

0.07908

J

Informasi dan Komunikasi
0.06920

Sumber: peneliti 2019

Sektor-sektor dengan laju pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2017 ini
mengalami pergeseran saat tahun 2018 dimana sektor-sektor yang memiliki
pertumbuhan di atas 6% mengalami perubahan (tidak secara keseluruhan). Hal
yang menarik adalah terjadinya penambahan wuntuk sektor-sektor yang
mengalami laju pertumbuhan lebih dari 6 persen dari posisi semula yakni
sejumlah 7 sektor pada tahun 2017 menjadi 9 sektor pada tahun 2018 yang terdiri
dari: i) sektor penyedia akomodasi dan makan minum; ii) jasa kesehatan dan
kegiatan sosial; iii) industry pengolahan; iv) jasa perusahaan; v) informatika dan
komunikasi; vi) konstruksi; vii) transportasi dan pergudangan; viii) perdagangan

besar dan eceran, reparasi mobil; dan ix) sektor real estate.
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Besaran laju pertumbuhan tersebut diketahui dengan nilainya yakni:
o Nilai laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor penyedia akomodasi dan
makan minum sebesar 7,63 persen;
o jasakesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,61 persen;
o industri pengolahan sebesar 7,55 persen;
o jasaperusahaan sebesar 7,15 persen,
o informasi dan komunikasi sebesar 6,75 persen;
o konstruksi sebesar 6,61 persen;
o transportasi dan pergudangan sebesar 6,56 persen;
o perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 6,29 persen;
o real estate 6,24 persen;

o sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan di bawah 6 persen.

Bagan 0-26. Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 2018 (persen)
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Hal menarik pula terjadi di tahun 2018 dimana sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan mencatatkan pertumbuhan yang negatif sebesar -2,10
persen (lihat lampiran) yang apabila merujuk pada data kontribusi terhadap
PDRB merupakan kontributor terbesar.

Perbedaan laju pertumbuhan yang terdapat pada tahun 2017 dan 2018
dapat dipicu oleh berbagai faktor yang berasal dari pergeseran profesi/pekerjaan
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penduduk, terdapatnya pertambahan penduduk dari sisi usia produktif atau
karena faktor lainnya. Namun dari laju pertumbuhan dua tahun tersebut diketahui
bahwa tidak semua sektor mampu mempertahankan pertumbuhannya yang tinggi
secara konstan. Terbukti bahwa hanya dua sektor saja yang mampu
mempertahankan pertumbuhan yang tinggi pada dua periode tersebut (2017-
2018) yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor industri

pengolahan.

Tabel IV. 5 Sektor Dengan Laju Pertumbuhan Tinggi Selama Dua Tahun Berturut-Turut

Kategori Sektor 2017 2018 A Delta
[ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.91% 7.63% -0.28%

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.39% 7.61% 2.22%

C Industri Pengolahan 5.69% 7.55% 1.86%
M,N Jasa Perusahaan 5.53% 7.15% 1.62%

J Informasi dan Komunikasi 6.92% 6.75% -0.17%

F Konstruksi 6.91% 6.61% -0.30%

Sumber: peneliti 2019

Tabel di atas menunjukkan sektor-sektor yang memiliki laju pertumbuhan
tinggi pada tahun 2017 dan 2018 dimana sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum mencatatakan pertumbuhannya sebesar 7,91 persen pada tahun
2017 namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7,63 persen.
Catatan pertumbuhan sektor ini memang mengalami penurunan namun masih
menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada dua periode berturut-turut.
Berikutnya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencatatkan
pertumbuhan secara signifikan yakni sebesar 2,22 persen dengan laju
pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 5,39 persen menjadi 7,61 persen pada
tahun 2018.

Sektor Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan yang positif pula
pada tahun 2017 sebesar 5,69 persen dan meningkat menjadi 7,55 persen pada
tahun 2018. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi serta sektor konstruksi
mencatatkan laju pertumbuhan yang besar yakni sebesar 6,91 persen dan 6,91
persen pada tahun 2017 menjadi 6,75 persen dan 6,61 persen pada tahun 2018
secara berurutan. Untuk kedua sektor terakhir ini tidak mengalami perbedaan

pertumbuhan yang signifikan pada dua tahun tersebut dengan selisih
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4.6.3

pertumbuhannya yang justru tidak sebesar tahun sebelumnya. Secara umum,
keenam sektor tersebut mengalami pertumbuhan secara signifikan pada dua
tahun berturut-turut yang menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor
yang potensial untuk dikembangkan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Untuk membuktikan bahwa sektor tersebut memang perlu mendapatkan
perhatian khusus, dibutuhkan kajian lebih lanjut secara mendalam. Namun, pada
tahap awal, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang apakah sektor dengan laju
pertumbuhan yang tinggi tersebut memang perlu mendapatkan perhatian khusus
dapat dilihat melalui status sektor tersebut apakah menjadi bagian dari sektor
basis ataukah tidak yang dibahas pada sub-bab terpisah yakni pembahasan

mengenai analisis LQ.

PENDUDUK, ANGKATAN KERJA DAN IPM

Angkatan kerja dan IPM menjadi satu pembahasan dalam kajian ini
dikarenakan akan. Merujuk kepada data populasi penduduk Kabupaten Lumajang
tahun 2018 sebagaimana yang dipublikasikan secara resmi oleh (BPS, Penduduk
dan Ketenagakerjaan, 2019) menunjukkan bahwa sejumlah 1,039,794 orang yang
merupakan penduduk Kabupaten Lumajang dan 53,27 persennya merupakan
Angkatan kerja atau sejumlah 553,923. Angkatan kerja yang terdapat pada
Kabupaten Lumajang tahun 2018 pun terbagi menjadi beberapa kategori yakni: i)
bekerja sebagai petani sebesar 48,92 persen; ii) bekerja sebagai wiraswasta
sebesar 38,48 persen; iii) bekerja sebagai karyawan sebesar 7,89 persen; iv)
bekerja sebagai buruh 5,96 persen; dan v) bekerja sebagai PNS sebesar 1,69
persen. Jika dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan, maka angkatan kerja

di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 tercermin pada bagan di bawah ini.
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Bagan 0-27. Angkatan Kerja Kabupaten Lumajang 2018
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Angkatan kerja di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 di dominasi oleh
Angkatan kerja dengan latar belakang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menjadi
salah satu penyebab sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mendominasi di
Kabupaten Lumajang atau dengan kata lain dapat juga dikatakan hal tersebut
merupakan penyebab dari banyaknya Angkatan kerja yang memasuki profesi
sebagai petani. Sementara untuk Angkatan kerja dengan latar belakang
Pendidikan S1 hanya sebesar 6,17 persen dan akan lebih banyak masuk ke jenis
pekerjaan-pekerjaan di sektor formal.

Berdasarkan pada data tersebut pula, diketahui bahwa Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 adalah
sebesar 64,83 (BPS, Penduduk dan Ketenagakerjaan, 2019) yang masih di bawah
IPM rata-rata Jawa Timur sebesar 70,77 di tahun yang sama (BPS, Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat, 2019). Hal ini menjelaskan mengenai bagaimana kondisi
masyarakat Kabupaten Lumajang dalam mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, pendidikan dan kesehatan pada tahun berjalan dengan
pencapaian pada skala tertinggi adalah 100. Pencapaian angka sebesar 64,83
sendiri merupakan pencapaian secara bertahap (gradualis) dimana pada tahun

2010 IPM Kabupaten Lumajang adalah sebesar 59,62.
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4.6.4

Bagan 0-28. IPM Kabupaten Lumajang 2010-2018
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

Dengan demikian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh data PDRB, bahwa
telah terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang

pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN KRIMINALITAS

Perbedaan antara jumlah Angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan
menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada munculnya
tindakan kriminalitas. Sehingga tingkat pengangguran terbuka juga perlu
mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah karena kriminalitas juga akan
memberikan dampak tersendiri pada pertumbuhan ekonomi (David P. Farrington,
Morley, Ledger, & West, 1986).

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang sendiri telah
mengalami penurunan selama 3 tahun ini dimana pada tahun 2016 terdapat
sejumlah 15,126 orang yang tercatat menganggur dan jumlah tersebut menurun
pada tahun 2017 menjadi sejumlah 14,986 orang dan pada tahun 2018 kembali
berkurang menjadi sejumlah 14,123 orang. Jumlah tersebut akan tampak banyak
jika dilihat secara angka nominal. Namun jika dilihat menggunakan rasio antara
tingkat pengangguran terbuka dengan Angkatan kerja, maka akan diketahui

bahwa pada tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 sebesar 2,92 persen
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dan pada tahun 2017 sebesar 2,91 persen serta pada tahun 2018 sebesar 2,55
persen.

Tingkat pengangguran ini tidak dapat dianggap sebelah mata ketika
jumlahnya besar karena pertumbuhan ekonomi akan tumbuh salah satunya
dikarenakan oleh faktor keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian
dalam berbagai sektor. Walaupun tidak dapat dikatakan bahwa setiap individu
yang menganggur “pasti” akan melakukan tindakan kriminal, namun potensi
besar terhadap tindakan kriminal akan muncul dari kondisi pengangguran yang

tentu saja berkaitan dengan pendapatan.

Bagan 0-29. Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Angkatan Kerja
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Hal positif yang dapat dilihat berdasarkan data tersebut adalah tingkat
pengangguran di Kabupaten Lumajang masih di bawah nilai rata-rata Jawa Timur
yang mengindikasikan bahwa kesenjangan antara Angkatan kerja dan
ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Lumajang tidak sebesar rata-rata di
Jawa Timur. Selain itu, tindakan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lumajang
dapat dikatakan jauh lebih kecil dari pada yang terjadi di seluruh kabupaten /kota
di Jawa timur dengan rasionya pada tahun 2016 sebesar 1,63 persen, tahun 2017
sebesar 1,90 persen, dan tahun 2018 sebesar 1,34 persen.

Rasio ini merupakan kejadian kriminalitas yang dilaporkan ke kantor polisi
dan ditindaklanjuti oleh kepolisian dimana kejadian kriminalitas di Kabupaten
Lumajang tahun 2016 sebanyak 600 kejadian yang dibandingkan dengan total
yang terjadi di Jawa Timur sebanyak 36,749 kasus. Pada tahun 2017, tindakan
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kriminalitas di Kabupaten Lumajang sebanyak 568 dan Jawa Timur sebanyak
29,960 kasus, serta tahun 2018 sebanyak 530 tindak kriminalitas terjadi di
Kabupaten Lumajang dan di Jawa Timur sebanyak 39,453. Melihat besaran rasio
tindakan kriminalitas tersebut yang lebih kecil dibandingkan dengan rasio tingkat
pengangguran terbuka terhadap Angkatan kerja mengindikasikan bahwa
masyarakat Kabupaten Lumajang masih terus berusaha untuk menjaga
kondusifnya keadaan sehingga hal ini turut berkontribusi terhadap potensi terus

tumbuhnya perekonomian Kabupaten Lumajang.

4.6.5 ANALISIS LQ KABUPATEN LUMAJANG
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa laju
pertumbuhan ekonomi yang ada pada Kabupaten Lumajang bersumber dari 17
sektor dengan nilai pertumbuhannya yang bervariasi pada tahun 2017 dan 2018.
Hal ini pula yang akan menjadi dasar pembahasan pada analisis LQ ini dimana
diketahui laju pertumbuhan ekonomi (ADHB) Kabupaten Lumajang pada tahun
2017 dan 2018 secara lengkap (17 sektor) sebagaimana bagan berikut.

Bagan 0-30. Laju pertumbuhan ekonomi (ADHB) Kab. Lumajang 2017
dan 2018

Rategor:
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S 2
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Pertumbuhan ekonomi yang cepat ditunjukkan oleh masing-masing sektor
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8
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Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018

tersebut terindikasi menjadi sektor basis bagi Kabupaten Lumajang yang berarti
bahwa produksi (barang dan/atau jasa) yang terjadi pada periode tahun 2017-
2018 dikatakan melimpah sehingga tidak hanya cukup untuk memenuhi
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kebutuhan internal namun juga di ekspor keluar wilayah (Kab. Lumajang) atau

bahkan hingga luar negeri.

Untuk mengetahui apakah sektor tersebut menjadi sektor basis ataukah
non-basis digunakan analisis LQ. Hal ini mengacu pula pada 4 (empat) prinsip
kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah ((Abdullah,
dkk. dalam (Husna, Noor, & Rozikin)) antara lain:

o Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka
pendek.

o Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam
jangka panjang.

o Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.

o Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja
ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian
daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan
bersaing secara internasional maupun domestik.

Mengacu pada hal tersebut, diketahui nilai LQ (sektor basis) Kabupaten
Lumajang pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana bagan berikut.

Bagan 0-31. LQ Kab. Lumajang Tahun 2016, 2017, dan 2018

3.50
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Perikanan Jaminan Sosial Sosial
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m2016 m 2017 m2018

Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018
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Membandingkan hasil LQ berdasarkan sektor basis yang terdapat pada
Kabupaten Lumajang tahun 2016, 2017, dan 2018 diketahui bahwa sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan baik pada tahun 2016, 2017 dan 2017 tetap
menjadi sektor basis dengan nilai LQ terbesar (terkuat) bagi Kabupaten Lumajang
dimana kontribusinya terhadap PDRB ADHB (sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya) tetap menjadi yang terbesar walaupun terjadi penurunan dari sisi
laju pertumbuhannya. Adapun jenis pertanian yang banyak berkontribusi

tersebut diketahui melalui tabel berikut.

Tabel IV. 6 Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Pertanian Kab. Lumajang 2017

Jenis Tanaman  Luas Panen (ha) gggglg; ! l&?g;gﬁ;?{a)
Bahan Pangan 95,054 5,878,885 61.85
Sayuran 7,172 1,076,175 150.05
Buah-buahan 11,919 2,304,302 193.34
Obat-obatan 30,695 363,887 11,584.97
Hias 1,712 33,641 19,647.82

Sumber: Profil pertanian Kabupaten Lumajang?

Sementara itu, untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan &
jaminan sosial wajib menjadi sektor basis; jasa lainnya; jasa kesehatan dan
kegiatan sosial turut menjadi sektor basis namun dengan nilai yang relatif lebih
kecil untuk setiap tahunnya. Hal ini diindikasikan terdapatnya penambahan
jumlah ASN di Kabupaten Lumajang sehingga sektor administrasi pemerintahan
menjadi sektor basis. Sedangkan untuk jasa lainnya, diindikasikan muncul sebagai
sektor basis disebabkan oleh karena pertambahan jumlah penduduk usia
produktif yang dapat berasal dari internal Kabupaten Lumajang atau dapat pula
disebabkan oleh karena terdapatnya migrasi menuju Kabupaten Lumajang atau
hal lainnya. Hal ini juga dapat diketahui dari turunnya angka kemiskinan untuk
setiap tahunnya di Kabupaten Lumajang yang berarti bahwa terjadi jumlah
masyarakat yang bekerja pun mengalami peningkatan. Adapun sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor basis dipicu oleh karena Kabupaten

Lumajang sendiri sebagai salah satu produsen tanaman obat-obatan dan tingginya

2 https://lumajangkab.go.id/profil/pertanian.php
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kegiatan sosial yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Secara umum, hal ini
terindikasi melalui kenaikan IPM masyarakat Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil tersebut pula, bahwa sektor administrasi pemerintah,
pertahanan & jaminan sosial wajib serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
merupakan sektor yang tumbuh tidak secara internal berasal dari Kabupaten
Lumajang, namun sangat kuat terindikasi oleh adanya faktor eksternal. Faktor
eksternal tersebut disebabkan oleh karena sistem desentralisasi yang diterapkan
Pemerintah Pusat (Indonesia) dimana terdapat dana-dana desentralisasi yang
turut mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah di Indonesia.
Adapun perlunya kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah terhadap sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial dikarenakan pemerintah pusat masih menjalankan
program jaminan kesehatan (BPJS) sebagai bagian dari hadirnya peran
pemerintah yang mana ketika program ini tidak berjalan secara lancar, maka
sektor ini akan mengalami gangguan pula.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Lumajang perlu memperhatikan
lebih lanjut mengenai sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar peningkatan

PDRB dapat terus terjadi di masa yang akan datang.

4.6.6 ANALISIS SHIFT-SHARE KABUPATEN LUMAJANG
Berdasarkan hasil statistik shift-share diketahui jika terdapat keunggulan
kompetitif bagi Kabupaten Lumajang dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa
Timur pada sektor-sektor tertentu sebagaimana tabel berikut.
Tabel IV. 7 Hasil Analisis Shift-Share
. Propotionality | Differential
Kategori Sektor Shift Shift
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,279,941.720 171,650
B Pertambangan dan Penggalian -14,365.713 35,199
C Industri Pengolahan 134,584.583 -87,952
D Pengadaan Listrik dan Gas -1,418.109 888
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah -54.632 -776
F Konstruksi 60,717.166 -119,316
G Perdagangan Besar dam Eceran; Reparasi Mobil 64,826.549 -58,649
H Transportasi dan Pergudangan 12,050.453 -15,619
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 17,309.679 -16,646
| Informasi dan Komunikasi 25,360.405 -54,990
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. Propotionali Differential
Kategori Sektor p Shift 24 ﬂ;‘h ift

K Jasa Keuangan dan Asuransi -19,680.930 4,519
L Real Estate -3,896.040 8,807
M,N Jasa Perusahaan 1,671.846 -1,187

0 Ad. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial
Wajib -40,457.090 53,754
P Jasa Pendidikan -11,814.119 -23,820
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,374.745 -9,425
R,S,T,U | Jasa Lainnya -7,252.101 10,226
0.000 -1,161,322

Sumber: peneliti 2019

Sektor-sektor di Kabupaten Lumajang yang memiliki keunggulan

kompetitif berdasarkan analisis shift-share antara lain:

i) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;

ii) sektor pertambangan dan penggalian;

iii) sektor pengadaan listrik dan gas;

iv) sektor jasa keuangan dan asuransi;

V) sektor real estate;

vi) sektor administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib;

serta

vii)  sektor jasa lainnya.

Keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari
ketersediaan Angkatan kerja di Kabupaten Lumajang dengan berbagai latar
belakang yang dimiliki.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan
yang menjadi keunggulan kompetitif tidak dapat dipungkiri karena berdasarkan
hasil analisis LQ dan melihat pada besaran kontribusinya memang merupakan
sektor penggerak bagi perekonomian Kabupaten Lumajang. Sedangkan sektor
real estate menjadi sektor yang kompetitif dikarenakan progres laju
pertumbuhannya yang signifikan (sebagaimana tampak pada bagan laju

pertumbuhan per sektor) yakni sebesar 3,91 persen pada tahun 2017 dan tumbuh
lagi sebesar 6,24 persen pada tahun 2018.
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Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Lumajang
tahun 2018 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,58
persen; sektor industri pengolahan sebesar 20,26 persen; sektor perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil sebesar 13,93 persen; sektor konstruksi sebesar
7,85 persen; dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,34 persen.
Sedangkan sisanya hanya memberikan kontribusi di bawah 4 persen.

Ada 17 sektor yang berkontribusi dalam PDRB Kab. Lumajang tersebut jika
dilihat berdasarkan basis dan non-basis (analisis LQ) diketahui bahwa sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan
& jaminan sosial wajib; sektor jasa lainnya; serta sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial saja yang menjadi sektor basis pada tahun 2018. Sedangkan
lainnya merupakan sektor non-basis yang berarti bahwa sektor non-basis hanya
memenuhi kebutuhan internal Kabupaten Lumajang atau bahkan jika terdapat
kekurangan maka membutuhkan pasokan dari luar wilayah Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, dari sudut pandang daya saing kompetitif, maka sektor-
sektor yang memiliki keunggulan kompetiti antara lain: i) sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan; ii) sektor pertambangan dan penggalian; iii) sektor
pengadaan listrik dan gas; iv) sektor jasa keuangan dan asuransi; v) sektor real
estate; vi) sektor administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial wajib;
serta vii) sektor jasa lainnya.

Proyeksi besaran PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2020 kuartal I adalah
sebesar 6.022.755.256.647 dan pada kuartal II sebesar 6.082.353.690.256. Pada
kuartal III, proyeksi menunjukkan angka sebesar 6.156.471.094.703 dan kuartal
IV sebesar 6.266.160.499.799. sedangkan proyeksi PDRB Kabupaten Lumajang
untuk tahun 2021 adalah sebesar 23.985.333.048.442, dan pada tahun 2022
berada pada range 24 triliun rupiah dan tahun 2025 adalah sebesar 24,46 triliun.
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5.2

SARAN

Terdapatnya indikasi kuat terhadap dua sektor yang sangat bergantung
pada Pemerintah Pusat yakni sektor administrasi pemerintah, pertahanan &
jaminan sosial wajib serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, maka
hendaknya pemerintah Kabupaten Lumajang mengembangkan (mendukung)
sektor lainnya yang memiliki potensi untuk dapat berkembang lebih tinggi. Salah
satu acuan yang dapat dilihat adalah laju pertumbuhan dari sektor-sektor yang
terindikasi berpotensi seperti: sektor industri pengolahan dan sektor jasa
perusahaan. Namun demikian, butuh kajian lebih mendalam untuk melihat
potensi kedua sektor tersebut karena dilihat dari analisis shift-share, kedua sektor
tersebut bukanlah sektor yang memiliki daya saing kompetitif.

Sebagaimana dipahami dan dipercaya oleh para ekonom serta ahli statistik,
bahwa Teknik peramalan membutuhkan data (history) yang sangat panjang juga
membatasi berdasarkan (asumsi) kondisi yang normal. Sehingga peramalan yang
jauh ke depan akan diikuti oleh standard deviasi yang besar pula. Dengan
demikian, dibutuhkan evaluasi setiap tahunnya untuk melihat bagaimana kondisi

(asumsi) yang melekat (terjadi) pada tiap tahun berjalannya.
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Lampiran 1. Distribusi PDRB (ADHB) Kab. Lumajang Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2018
Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

LGN AR e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Konsumsi Rumah Tangga 66.65 6581 6530 6736  69.63  70.81

% % % 64.99% % % % 72.04% 74.13%
Konsumsi LNPRT 112% 1.09% 1.14%  117% 1.24% 1.26% 1.23%  1.25%  1.14%
Konsumsi Pemerintah 6.49% 6.08% 6.08% 6.88% 7.16% 7.72% 7.80% 7.02% 6.62%
gilrigentukan Modal Tetap 22.(2)2 22.202 21.'{)2 21.51% ZO.Z)Z 21.102 20.222 2062% 21.14%
Perubahan Inventori 368% 3.88% 4.09%  440% 3.52% 0.06% 0.00% 0.13%  2.53%
Ekspor 3921 3473 32.04 3573  38.05 38.00

% % % 33.41% % % % 35.28% 31.71%
mpor 39.15 33.84 3038 3579 37.84 38.65

% % % 32.36% % % % 36.34% 37.28%

Sumber: BPS Kab. Lumajang 2018
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Lampiran 2. Kontribusi PDRB (ADHB) per Sektor Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lumajang 2011-2018

KONTRIBUSI PDRB (ADHB) PER SEKTOR EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA KAB. LUMAJANG 2011-2018

Kategori Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A Eg:ﬁ:ﬁ; Kehutanan, dan 40.38% | 40.40% | 40.34% | 39.82% | 39.64% | 39.68% | 39.05% | 37.76% | 35.58%
B Pertambangan dan Penggalian 4.72% 4.44% 4.12% 3.89% 3.96% 3.85% 4.04% 4.12% 4.34%
C Industri Pengolahan 18.93% | 18.86% | 18.57% | 18.57% | 18.85% | 18.84% | 18.96% | 19.38% | 20.26%
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05%
E Spjrrr‘lgpa:hafi‘ rﬁl‘;{;}f engelolaan 007% | 006% | 0.06% | 006% | 006% | 005% | 005% | 0.05% | 0.05%
F Konstruksi 6.65% | 680% | 7.02% | 7.25% | 7.44% | 7.46% | 7.65% | 7.75% | 7.85%
G E‘Z;‘;iii?ﬁa;‘bﬁesar dam Eceran; | 44 9900 | 123006 | 12.66% | 12.99% | 12.89% | 12.85% | 12.93% | 13.40% | 13.93%
H Transportasi dan Pergudangan 1.62% 1.57% 1.57% 1.61% 1.65% 1.67% 1.71% 1.78% 1.84%
I Penyediaan Akomodasi dan 1.03% | 1.04% | 1.03% | 1.06% | 111% | 1.15% | 1.18% | 1.23% | 1.28%

Makan Minum

] Informasi dan Komunikasi 3.13% 3.09% 3.07% 3.11% 3.05% 2.99% 3.02% 3.07% 3.08%
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.41% 1.44% 1.55% 1.63% 1.67% 1.70% 1.71% 1.72% 1.74%
L Real Estate 153% | 157% | 154% | 1.59% | 1.52% | 157% | 156% | 1.57% | 1.64%
M,N | Jasa Perusahaan 032% | 032% | 032% | 032% | 031% | 031% | 031% | 032% | 0.33%
0 el 1Pl T, el & 357% | 347% | 351% | 342% | 315% | 311% | 3.04% | 297% | 3.13%

Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 235% | 236% | 245% | 250% | 2.53% | 2.54% | 2.52% | 2.54% | 2.52%
Q ]Sf;alfesehata“ dem iz 0.57% | 062% | 0.63% | 0.65% | 066% | 0.67% | 068% | 0.71% | 0.72%
RST,U | JasaLainnya 1.69% | 1.63% | 1.52% | 1.48% | 1.46% | 1.49% | 154% | 159% | 1.66%
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Sumber: Daerah Dalam Angka Kabupaten
Lumajang
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Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB (ADHB) Per Sektor Kabupaten Lumajang Tahun
2017 (persen)

. Laju

No | Kategori Sektor Pertu m]buhan
1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.91%
2 B Pertambangan dan Penggalian 7.48%
3 J Informasi dan Komunikasi 6.92%
4 F Konstruksi 6.91%
5 H Transportasi dan Pergudangan 6.62%
6 E Efnl:%i(}ilaan Air, Pengelolaan Sampabh, 6.43%
G l[\’/lczrl()iizilgangan Besar dam Eceran; Reparasi 6.26%
8 C Industri Pengolahan 5.69%
9 M,N Jasa Perusahaan 5.53%
10 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.39%
11| RS, T,U | ]JasaLainnya 4.46%
12 P Jasa Pendidikan 3.99%
13 L Real Estate 3.91%
14 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.58%
15 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.44%
16 0 @iéjfbemermtah, Pertahanan & Jaminan Sosial 2.22%
17 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.58%
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Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB (ADHB) Per Sektor Kabupaten Lumajang Tahun
2018 (persen)

. Laju
No | Kategori Sektor Pertu m]buhan
1 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.63%
2 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.61%
3 C Industri Pengolahan 7.55%
4 M,N Jasa Perusahaan 7.15%
5 J Informasi dan Komunikasi 6.75%
6 F Konstruksi 6.61%
7 H Transportasi dan Pergudangan 6.56%
3 G Perd_agangan Besar dam Eceran; Reparasi 6.29%
Mobil
9 L Real Estate 6.24%
10 P Jasa Pendidikan 5.43%
11| RST,U | JasaLainnya 4.98%
12 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.72%
13 0 Ad.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial 4.20%
Wajib
14 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 4.18%
15 B Pertambangan dan Penggalian 2.38%
16 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -2.10%
17 D Pengadaan Listrik dan Gas -2.19%
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Lampiran 5. Output dari Unit Root Test

Null Hypothesis: DYK10 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.849441 0.0000
Test critical values: 1% level -3.639407
5% level -2.951125
10% level -2.614300
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DYK10)
Method: Least Squares
Date: 12/09/19 Time: 07:48
Sample (adjusted): 2010Q3 2018Q4
Included observations: 34 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DYK10(-1) -0.728198 0.124490 -5.849441 0.0000
Cc 4.04E+10 1.39E+10 2.906201 0.0066
R-squared 0.516733 Mean dependent var -9.82E+09
Adjusted R-squared 0.501631 S.D. dependent var 9.04E+10
S.E. of regression 6.38E+10 Akaike info criterion 52.65360
Sum squared resid 1.30E+23 Schwarz criterion 52.74339
Log likelihood -893.1113 Hannan-Quinn criter. 52.68422
F-statistic 34.21596 Durbin-Watson stat 2.384784

Prob(F-statistic) 0.000002
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Lampiran 6. Uji White ARIMA (0,1,3)

Dependent Variable: D(LOGYK10)

Method: ML ARCH - Normal distribution (OPG - BHHH / Marquardt steps)

Date: 12/09/19 Time: 08:04

Sample (adjusted): 2010Q2 20180Q4

Included observations: 35 after adjustments

Convergence not achieved after 500 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

MA Backcast: 2009Q3 2010Q1

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)"2*(RESID(-1)<0) + C(5)*GARCH(-1) +
C(6)*GARCH(-2) + C(7)*GARCH(-3)

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 0.005192 0.001665 3.118295 0.0018
MA(3) -0.143796 0.449237 -0.320090 0.7489
Variance Equation
C 2.44E-05 1.89E-05 1.290097 0.1970
RESID(-1)"2*(RESID(-1)<0) -0.113478 0.511561 -0.221827 0.8244
GARCH(-1) 0.468818 0.216396 2.166480 0.0303
GARCH(-2) 0.012273 0.571540 0.021473 0.9829
GARCH(-3) 0.023980 0.475246 0.050458 0.9598
R-squared 0.094505 Mean dependentvar 0.007143
Adjusted R-squared 0.067066 S.D.dependentvar 0.012502
S.E. of regression 0.012076 Akaike info criterion -6.848495
Sum squared resid 0.004812 Schwarz criterion -6.537425
Log likelihood 126.8487 Hannan-Quinn criter. -6.741114
Durbin-Watson stat 1.141560
Inverted MA Roots .52 -.26-.45i -.26+.45i
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Lampiran 7. Output analisis Location Quotient

Kategori Sektor LQ
2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.33 3.34 3.40
B Pertambangan dan Penggalian 0.76 0.76 0.82
C Industri Pengolahan 0.65 0.66 0.68
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.13 0.15 0.16
E E;err;lg);;c}llaan Air, Pengelolaan Sampabh, 0.54 0.52 0.52
F Konstruksi 0.84 0.84 0.85
G Perd.agangan Besar dam Eceran; Reparasi 0.71 0.73 0.75
Mobil
H Transportasi dan Pergudangan 0.59 0.60 0.61
[ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.23 0.23 0.24
J Informasi dan Komunikasi 0.54 0.54 0.53
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.65 0.67 0.68
L Real Estate 0.90 0.92 0.96
M,N Jasa Perusahaan 0.41 0.41 0.42
0 ?(()is.il;(larvr\llzlﬁgtah, Pertahanan & Jaminan 1.35 1.36 1.45
P Jasa Pendidikan 0.95 0.97 0.96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.04 1.07 1.07
R,S,T,U | Jasa Lainnya 1.06 1.11 1.16
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